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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Trandliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
. Ta T Te
o
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
) Kha Kh kadan ha
C
5 Da D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
)




3 Zai Z zet

o Sin S es

P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ an i komaterbalik (di atas)

. Gan G ge

C

é Qaf Q Ki

s Kaf K ka

J Lam L e

. Mim M em

R Nun N en

5 Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

&< Ya Y ye

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tabe 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang |lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabd Tranditerasi Voka Rangkap

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

T

Fathah dan ya

Ai

adanu

G b

Fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

1
\ \ \ . \
. v e \
: o o N 3\
\ \

_d}_,_

C. Maddah

kataba

faaa

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb gala
- 6‘) rama
- Ja grla
- Jyu yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah'mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYias3,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

A, _-80 SR.0 o0

- §ed) 4l @-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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_ il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazzda
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- V'L"J‘ al-galamu
- :,MMJ\ asy-syamsu

L a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- J4=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g b Sg 3 Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl i&\ et Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
tranditerasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana



nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

- quw‘ u) w ad Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

- \:m* JYRNR Lillahil umuru jamt*an/Lillahil-amru jami“an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala
nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan
kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis
masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi yang telah melalui
berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima
kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang
memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan
skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut
berpengaruh dalam penyelesaikan skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu
dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Terkhusus kepada Almarhum Bapak Sadullah sosok yang paling kurindukan.
Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Terima kasih atas segala
pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan
layak yang telah diberikan semasa bapak hidup. Terima kasih telah menjadi
alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang
bapak impikan. Walaupun berat sekali harus melewatkan kerasnya kehidupan
tanpa didampingi sosok bapak, rasairi dan rindu sering kali membuat terjatuh.
Semoga bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selamaiini.

2. Kepada Ibu tercinta, Ibu Mu'minah, terima kasih telah mengorbankan banyak
waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya,
menggantikan peran bapak menjadi suatu kebanggan memiliki orang tua hebat
yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita. Beliau memang
tidak sempat merasakan pendidikan sampa bangku perkuliahan, namun beliau
mampu mendidik dan memotivas tiada henti hingga penulis mampu
menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Kepada kakak saya, M Afifudin dan M Nur Kholies Mgjid, terima kasih sudah
ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selamaini, terima kasih

atas semangat, do'a dan cintayang selau diberikan kepada penulis.
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4. Tak lupa kepada Kakak Perempuan penulis, Lilis Haryati dan Dwi Novi Yanti,
terimakasih telah membersamai penulis selama ini dan terimakasih atas
pengorbanan, perjuangan, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada
penulis, sehingga penulis bisa menyel esaikan studinya sampai sarjana.

5. Kepada Adik-adikku Tersayang. Terima kasih telah menjadi sumber semangat
dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Meski sering menjadi "musuh
terbesarku" dalam hal kecil sehari-hari, namun di balik itu semua, kaulah alasan
terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Aku ingin
menjadi kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggung
jawab dan kasih sayangku padamu. Terima kasih atas dukungan dan
semangatmu yang selau hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun.
Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat, dan lebih
berwarna. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.

6. Untuk seluruh keluargabesar penulis " Khoeron Family" yang merupakan rumah
pertama dan selamanya bagi penulis. Pemberi dalam bentuk pengingat untuk
menjaga diri, dukungan yang tulus, apresiasi yang tak pernah putus, dan tempat
segalalangkah penulis dipayungi doa,

7. Pemilik N1IM 10122093. Terimakasi h tel ah men)adi bagian dari perjalanan hidup
penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka
maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu,
maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping
dalan segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam
kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang
menyerah. Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kitalalui.

8. Ibu Teti Hadiati,M.H.I. sdlaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya
membimbing secara akademik, tetapi jugamenjadi pengarah, penyemangat, dan
motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu,
kesabaran, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini.
Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa
selesal. Setigp nasihat dan motivas dari 1bu selalu menjadi penyemangat saat
penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu
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membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang
penulis hadapi. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan
hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta
bal asan terbaik untuk setiap kebaikan yang 1bu berikan.

Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu,
bimbingan, arahan, motivasi, serta pengalaman berharga selama masa
perkuliahan. Setiap ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bekal yang sangat
berarti bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyel esaikan skripsi ini.
Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan pengabdian Bapak dan Ibu Dosen
dalam mendidik serta membimbing mahasiswa untuk menjadi pribadi yang
berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga segala amal baik
dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. serta
senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap
langkah kehidupan.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Siti
Mustaghfiroh, terimakasih karenatel ah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena
tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih
berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena
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pihak yang telah membantu perjalanan akademik penulis. Aamiin ya Rabbal

‘Alamin.

XV



MOTTO
" Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebgjikan."”

(QS. An-Nahl [16]: 90)

"Perceraian mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri
kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak."
(Siti Mustaghfiroh)
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ABSTRAK

Siti Mustaghfiroh, NIM 10122138, 2026. Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca
Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah,
Universitas Isslam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Peka ongan.

Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimanya pelaksanaan
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meskipun
telah diatur dalam Undang-Undang Nemor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak telah mengatur hak-hak anak secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat
anak yang belum memperoleh hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan,
serta kasih sayang secara optimal setelah kedua orang tuanya bercerai. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan A nak dalam pemenuhan hak hadhanah pascaperceraian
di Kecamatan Keses serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi
penghambat dan pendukung dalam pel aksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis normatif. Data diperolen melalui wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan menggunakan teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum.

Hasi| penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan
Kesesi belum berjalan secara maksimal. Pada umumnya anak berada dalam
pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewagjiban memenuhi nafkah,
pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun dalam praktiknyamasih
ditemukan ayah yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal sehingga
hak-hak anak belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-
undang. Meskipun demikian, sebagian keluarga tetap berupaya mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.
Faktor penghambat dalam pemenuhan hak hadhanah meliputi kondisi ekonomi
yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum ayah,
serta kurangnya dukungan dan keharmonisan keluarga pasca perceraian. Adapun
faktor pendukungnya meliputi adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap
anak, dukungan keluarga besar, hubungan yang baik antara mantan suami dan istri,
serta peran pemerintah desa, KUA, dan lingkungan masyarakat dalam memberikan
pendampingan dan mediasi.

Kata Kunci: Hadhanah, Perceraian, Hak Anak, Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014.
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ABSTRACT

Siti Mustaghfiroh, Sudent ID 10122138, 2026. The Fulfilment of Custody Rights
Following Divorce in Kesess Sub-district Based on Law No. 35 of 2014.
Undergraduate the Islamic Family Law Programme, Faculty of Sharia, Sate
Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekal ongan.

Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I.

This study was motivated by the ongoing issues regarding the fulfillment of
children’s custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict. Although Law No.
35 of 2014 on Child Protection clearly stipulates children’s rights, in practice,
there are still children who have not received optimal care, financial support,
education, healthcare, and affection after their parents’ divorce. This study aims to
analyze the implementation.of Law No. 35 of 2014 on Child Protection regarding
the fulfillment of custody:rights following divorce in Kesesi Subdistrict, aswell as
to identify the factorsthat act as barriers and enablersin its implementation.

This study isan empirical legal study employing a normative legal approach.
Data wer e collected through interviews, documentation, and literature review, and
analyzed using a qualitative descriptive method based on child protection theory
and legal effectiveness theory. The results indicate that the implementation of Law
No. 35 of 2014 regarding the fulfillment of custody rights following divorce in
Kesesi Subdistrict has not been fully realized. Generally, children arein the care
of their mothers, while fathers remain obligated to provide for the children’s
maintenance, education, health, and basic living needs. However, in practice, there
are gtill fathers who have not fulfilled their obligations optimally, resulting in
children’s'rights not being imet as mandated by the law.

Keywords: Custody, Divorce, Children’s Rights, Child Protection, Law No. 35 of
2014.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang
memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan,
kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.! Hak-hak
tersebut harus tetap dipenuhi meskipun orang tua telah bercerai. Perceraian
hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus kewajiban
orang tua terhadap anak.? Oleh karenaiitu, orang tua tetap memiliki tanggung
jawab untuk memberikan nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta
memenuhi kebutuhan.anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan
bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi,
dan menumbuh kembangkan anak sesua dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengaaran dalam_ rangka pengembangan
pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya, sedangkan Pasal 8 menyatakan
bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesual dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.® Apabila orang
tuamengabai kan kewajibannyasehingga hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi,
perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagal bentuk penelantaran anak yang
dilarang dalam Pasal 76B, dengan sanks pidana sebagaimana diatur dalam

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4.

2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sstem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 37.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan
Pasal 26 ayat (1).



Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.# Dengan demikian, orang
tua yang tidak memberikan nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan perhatian
kepada anak setelah perceraian telah bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang Perlindungan Anak.

Namun, kenyataannya pemenuhan hak anak pasca perceraian masih
belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara yang penulis lakukan terhadap 7 responden di Kecamatan Keses,
ditemukan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh haknya secara
optimal. Bentuk permasaahan yang. ditemukan antara lain ayah tidak
memberikan nafkah secararutin setelah perceraian, kurangnya perhatian dan
kasih sayang dari salah satu orang tua, serta pengasuhan anak yang dialihkan
kepada nenek atau anggota keluarga lain karena ibu harus bekerja untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, komunikas yang kurang
baik antara kedua orang tua setelah perceraian juga berdampak pada
pemenuhan hak-hak anak.>

Dalam penélitian ini, kondis anak yang haknya belum terpenuhi dapat
dilihat dari beberapa indikator, yaitu tidak terpenuhinya nafkah secara
berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari salah satu orang tua,
berkurangnya pengawasan dan pendampingan karena anak diasuh oleh
keluargalain, sertaadanya dampak psikologis akibat konflik yang terjadi antara
kedua orang tuanya. Kondis tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak
anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup
kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan

yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.®

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

5 Hasil observas lapangan dan wawancara penulis dengan 7 responden mengenai
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan,
Februari-Mei 2026.

6 Hasil wawancara penulis dengan para orang tua dan pihak yang mengasuh anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekal ongan, Februari-Mei 2026.



Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak tinggal
bersama ibu setelah perceraian. Sementara itu, tidak semua ayah menjalankan
kewgjibannya dengan baik dalam memberikan nafkah maupun perhatian
kepada anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pengasuhan anak lebih banyak
dilakukan oleh nenek atau keluarga dekat karena kondisi ekonomi maupun
konflik yang masih terjadi antara kedua orang tua. Keadaan tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan hak hadhanah anak pasca perceraian di
Kecamatan Kesesi masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak anak
belum sepenuhnya terpenuhi sesual dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul "Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Nomor 35
Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Kesesi)." Penglitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca
perceraian di Kecamatan Keses serta menganalisis kendaa-kendala yang
memengaruhi paaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak.2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masal ah dal am penélitian ini adalah sebagal berikuit:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian
di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 26
ayat (1), dan Pasa 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak?

7 Hasil penelitian lapangan mengenai implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekal ongan, Februari-Mei 2026.

8 Hasil observasi penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi, Februari-Mei 2026.



2. Apa sga faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan hak
hadhanah pasca perceraian di Kecamatan K esesi?
C. Tujuan Penédlitian
1. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca

perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),

Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

2. Untuk mengidentifikas faktor-faktor yang menghambat dan pendukung
dalam pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi.
D. Kegunaan Penelitian
Penulis memiliki harapan manfat atau kegunaan dalam penelitianini yaitu
sebagal berikut :
1. Secara Praktisi:

a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam
kepada masyarakat di Kecamatan Kesesi mengenai hak hadhanah pasca
perceraian.

b. Memberikan _masukan kepada pemerintah _desa dan lembaga dalam
meningkatkan pengawasan dan sosialisas terkait hak anak pasca
perceraian.

2. SecaraTeoritis:

a Keunggulan teoritis penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan
dan meningkatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum empiris tentang
kepuasan hukum atas hak-hak anak yang timbul akibat perceraian.

b. Di samping itu, penditian ini berharap temuan-temuannya dapat
dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pustaka maupun informasi
pendukung berbasis ilmu pengetahuan yang berguna bagi kajian atau
penelitian mendatang tentang pel aksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 soal
hak-hak anak setelah orang tua berceral, khususnya di Kecamatan Kesesi.



E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak digunakan dalam penelitian ini untuk
menganalisis implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian
di Kecamatan Kesesi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2,
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipas secaraoptimal sesual dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta memperol eh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.®

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menilai
apakah hak-hak anak pasca perceralan telah terpenuhi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.’® Hak-hak tersebut meliputi hak
untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4, hak memperoleh pelayanan kesehatan
sebagaimanadiatur dalam Pasal 8, hak memperoleh pendidikan sebagaimana
diatur _dalam Pasal 9 ayat (1), serta hak memperoleh pengasuhan dan
perlindungan dari kedua orang tua meskipun terjadi perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 ayat (2).**

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pasal 26 ayat (1) sebagai
dasar untuk menganalisis kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara,
mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak.}? Apabila
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan anak terlantar

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

10 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 47-49.

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat
(1), dan Pasal 14 ayat (2).

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).



atau hak-haknya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bertentangan
dengan Pasal 76B mengenal larangan penelantaran anak dan dapat dikenal
sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014.%2 Oleh karena itu, teori perlindungan anak digunakan sebagai
pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik pemenuhan hak
hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi dengan ketentuan
hukum yang berlaku.*
2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut benar-
benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh ‘masyarakat.™ Menurut pandangan
Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh sejumlah faktor,
meliputi substansi hukum atau peraturan yang berlaku, aparat yang bertugas
menegakkan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi
masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam
kehidupan sosia masyarakat.

Apabilakelimafaktor tersebut berjalan dengan baik, maka pel aksanaan
suatu. hukum akan | ebih efektif.1°

Teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian mengenai
pel aksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, karena kajian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji tingkat
penerapannyadalam realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan teori
efektivitas hukum, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis berbagai

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

14 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), him. 28—
31

15 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sankxi, (Bandung: CV. Ramadja
Karya, 1988), 80.

16 Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengarulu Penegakan Hukum, (Jakarta: PT
Raja Grafindo), 12.



faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam upaya
pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Kesesi.
F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa jurna dan non jurnal
yang relevan membahas topik dan permasalahan yang hampir sama dan dapat
dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti yaitu:

Pertama, Jurnal berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian
Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak" (2024) merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh
Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif dalam jurna berjudul, jurnal ini membahas
pemenuhan hak anak-setelah perceraian berdasarkan KHI dan UU Nomor 35
Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak
hanya berupa nafkah, tetapi juga meliputi pendidikan, kasih sayang, kesehatan,
dan perlindungan hukum.!’ Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-
sama mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan UU Nomor
35 Tahun 2014. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan
normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis
empirisdengan lokasi penelitian di Kecamatan Kesesi.

Kedua, Jurna berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca
Perceraian Ditinjau dari Kompilass Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Anak" (2024) yang ditulis oleh Muhammad Holid. Jurna ini
mengkaji pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Bondowoso. Pendlitian
menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih belum optima karena
rendahnya kesadaran orang tua dan kondisi ekonomi keluarga.*® Persamaannya

sama-sama membahas implementasi hak anak pasca perceraian. Perbedaannya,

17 Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di
Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang),” Jurnal Sains Student Research,
Vol. 2, No. 4 (2024): 1012-1024.

18 Muhammad Holid,"Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari
Kompilast Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Keluarga Islam,
Vol. 9, No. 2 (2024)



penelitian penulis|ebih memfokuskan analisis padaimplementast UU Nomor 35
Tahun 2014 menggunakan teori efektivitas hukum.

Ketiga, Jurnal berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak
Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” (2024), yang
ditulis oleh Rania, Muhammad Basyarahil, DellaRagil Putri, dan Arrely Syamsa
Kartika. Salam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa pemberian hak asuh harus
selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).
Persamaannya sama-sama mengkaji perlindungan hak anak akibat perceraian.
Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada hak asuh melalui putusan
pengadilan,’® sedangkan “penelitian penulis mengkaji implementasi  hak
hadhanah setel ah putusan perceraian di masyarakat.

Keempat, Jurna berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak
Akibat Perceraian Orang Tua' (2023). Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh
Nur Azizah & Muhammad Taufik. Pada penelitian ini peneliti terdahulu
menyimpul kan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan ef ektif
karena masi h rendahnya kepatuhan orang tua dalam memenuhi kewajibannya.?
Persamaan pendlitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum
anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian penulis menggunakan data
empiris dari Kecamatan Kesesi.

Kelima, tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca
Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur",
disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Curup pada 2024. Studi ini meneliti aspek pemenuhan nafkah untuk anak
setel ah perceraian orang tua, seberapa baik para orang tuamemahami kewajiban
nafkah tersebut, serta dampak perceraian padarealisasi nafkah anak. Hasil kajian
menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua belum memiliki pemahaman

lengkap tentang hak nafkah anak pasca-perceraian, sehingga mayoritas dari

19 Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrdy Syamsa
Kartika,"Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh
Anak Akibat Perceraian" (2024), Jurnal Hukum Islam, VVol. 6, No. 1 (2024).

20 Nur Azizah & Muhammad Taufik,"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat
Perceraian Orang Tua' (2023), Nusantara: Jurnal IImu Pengetahuan Sosial (2023).



mereka gaga memenuhi tanggung jawab ini secara utuh. Penelitian ini
memberikan wawasan penting yang relevan dengan fokus penelitian saat ini,
terutama dalam menganalisis tantangan pemenuhan hak anak dalam konteks
hukum keluarga pasca-perceraian.?’ Keunggulan dan keterbatasan skripsi
tersebut terletak pada keterkaitannya dengan ketentuan yang bersumber dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga mampu memberikan landasan
yuridis yang kokoh bagi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendas
kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam
memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Di sis lain, kelemahannya
terletak pada pandangan masyarakat terhadap undang-undang serta hak-hak
anak setelah perceraian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta lokas penelitian.
Beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan normatif
maupun analisis hukum Islam mengenal pemenuhan hak anak setelah
perceraian, seperti kajian terhadap putusan pengadilan serta perbandingan antara
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selain itu, sebagian penelitian juga hanya memfokuskan pada
aspek tertentu, misalnya kewajiban nafkah anak atau hak asuh anak setelah
perceraian. Sementara itu, penelitian’ yang dilakukan oleh penulis lebih
menekankan padaimplementasl Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak secara empiris di masyarakat, khususnya dalam pemenuhan
hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga
mengkaji secara langsung bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut di
lapangan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam

pemenuhan hak anak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini

21 Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di
Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur", disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa
di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada 2024.



10

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai
kondisi nyata pemenuhan hak anak di masyarakat.

G. Metode Penelitian
1. JenisPendlitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris
digunakan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai
implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan
Kesesi. Penelitian ini berfokus padarealitas yang berkembang di masyarakat
berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang
tuanya.

Penelitian hukum empiris merupakan penédlitian yang mengkaji hukum
dalam kenyataan sosial atau bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam
masyarakat.’? Di samping itu, penelitian ini turut menerapkan pendekatan
yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengena perlindungan anak dan
pemenuhan_hak anak pasca perceraian. Pendekatan yuridis normatif
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan
pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen
hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasal ahan yang diteliti.?3

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur
hak dan kewagjiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

22 Rufinus Hotmaulana Hutauruk. "Dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak
bergandaterhadap investasi negarainvestor asing” Jurnal Of Law and Policy Transpormation. Vol.2
(2017), 2.

23 Jonaedi Efendi & Johnny lbrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
(Jakarta: Prenadamedia, 2018), 6.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan
menelaah berbagal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian.?* Dalam pendlitian ini,
peraturan yang menjadi dasar analiss meliputi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 76B, dan Pasal 77B. Selain
itu, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41 mengenai kewajiban orang tua
setelah perceraian,”® serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
terutama Pasal 105 dan Pasal 156 yang mengatur mengenal hadhanah dan
tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach)?® dengan mengkaji konsep-konsep, teori, dan doktrin
hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak hadhanah pasca
perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan
anak, tanggung jawab orang tua, hak hadhanah, serta teori efektivitas
hukum?’ sebagai dasar dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak
hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Melalui pendekatan
konseptual tersebut, peneliti dapat membandingkan antara ketentuan hukum
yang berlaku dengan praktik yang ditemukan di lapangan sehingga dapat
diketahui sgjauh manaimplementas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), him.
133-177.

25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), him.
133-177.

27 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 1V (Malang:
Bayumedia Publishing, 2021), him. 300-310.



12

tentang Perlindungan Anak telah berjalan secara efektif dalam memenuhi
hak-hak anak pasca perceraian.
3. Sumber Data
Berikut adalah sumber-sumber data yang diperoleh dan digunakan
dalam kajian ini:
a. DataPrimer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer
diperoleh melaui hasil wawancara dengan informan yang terdiri atas
orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, pihak KUA Kecamatan
Kesesi, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data
primer juga’mencakup temuan-temuan penelitian di lapangan mengenai
pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan
Kesesi?® berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk
fakta-faktamengena bentuk pemenuhan hak anak, kendal ayang dihadapi,
serta upaya yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak terkait dalam
memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan datayang diperoleh secara tidak langsung
melalui berbagal bahan hukum dan literatur yang mendukung penelitian,
seperti  peraturan perundang-undangan, buku, jurna ilmiah, hasl
penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai
referensi lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak hadhanah pasca
perceraian.?® Data sekunder digunakan untuk memperkuat anaisis
terhadap temuan penelitian yang diperoleh dari data primer.
c. DataTersier
Data tersier merupakan data penunjang yang berfungsi memberikan

petunjuk, penjelasan, atau memperjelas data primer dan data sekunder.

28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.
29 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rgjawali
Pers, 2016), 30-32.
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Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai situs resmi
pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),
Kementerian Hukum, dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan
pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014.%°
4. Teknik Pengumpulan Data
Pada bagian ini, penulis menguraikan metode yang diterapkan untuk
mengumpulkan data. Bentuk wawancara yang melibatkan dua pihak:
interviewer menyampaikan pertanyaan.
a Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
secara langsung antara peneliti dengan informan melalui tanya jawab
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.
Dalam peneélitian ini, wawancara dil akukan secara semi terstruktur kepada
orang tua yang telah berceral, perangkat desa, serta pihak-pihak yang
berkaitan ‘dengan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di
Kecamatan Keses. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh
informasi mengenal pel aksanaan pemenuhan hak hadhanah, kendalayang
dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak anak
pasca perceraian.t
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui
dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian
ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa
profil Kecamatan Kesesi, data perceraian, foto kegiatan penelitian, hasil

wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Rgjawali Pers, 2015), 13-15.

31 Lexy J. Moleong, Metodologi Pendlitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018), 186.
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hadhanah pasca perceraian. Data dokumentas digunakan untuk
memperkuat hasil wawancara yang telah diperoleh penulis.®
c. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber
pustakayang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil
penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain
yang membahas hak hadhanah, perlindungan anak, dan efektivitas hukum.
Data yang diperoleh melaui studi kepustakaan digunakan sebagai
landasan teori sekaligus sebagal bahan untuk menganalisis temuan
penelitian di |apangan.®®
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitetif. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang
diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan
terkumpul. Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data
yang berkaitan dengan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di
Kecamatan Kesesi. Selanjutnya, penulis memilih data hasi| wawancara yang
benar-benar _sesuai  dengan fokus penditian. Tidak semua jawaban
narasumber digunakan, hanya jawaban yang berkaitan dengan rumusan
masal ah, ‘sehingga data yang tidak berkaitan tidak digunakan dalam proses
analisis. Setelah itu, data disgjikan secara sistematis dalam bentuk uraian
naratif agar mudah dipahami dan memberikan gambaran mengenai
pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian. Tahap terakhir
adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menganalisis kesesuaian antara
temuan penelitian di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta teori perlindungan anak dan
teori efektivitas hukum yang digunakan dalam pendlitian ini.>* Melalui

analisis tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana implementas

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), 195.

33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), 68.

34 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), him. 134-142.
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pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi sertafaktor-
faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pel aksanaannya.
H. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan, yang beris latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian
yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi
landasan awal dalam menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi.

Bab Il Tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan konsep-
konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi
pengertian hadhanah, hak dan kewajiban orang tuaterhadap anak, nafkah anak,
perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai
hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam, sertateori perlindungan anak dan
teori efektivitas hukum yang digunakan sebagal dasar dalam menganalisis hasil
penelitian.

Bab Il Hasil Penelitian, yang menguraikan gambaran umum |okasi
penelitian_di_Kecamatan Kesesi, profil informan, serta temuan penelitian
mengenal pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian. Dalam
bab ini juga dipaparkan  fakta-fakta 'yang diperoleh melalui wawancara,
dokumentasi, dan studi kepustakean mengenai bentuk pemenuhan hak
hadhanah, hak-hak anak yang telah dipenuhi maupun yang belum terpenuhi,
serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Bab IV Analisis Hasil Pendlitian, yang membahas hasil penelitian
dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilass Hukum Islam,
serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. Analisis difokuskan
pada implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di
Kecamatan Keses sertafaktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat

dalam pel aksanaannya.
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Bab V Penutup, yang berisi kessmpulan sebagai jawaban atas rumusan
masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain
itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi
orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan

pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A.Hadhanah Anak
1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis anak
didefinisikan sebagai seseorang yang masih berada pada masa kanak-kanak
atau belum mencapai usia dewasa.*® Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 mengenal Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan
anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk
anak yang masihs berada dalam kandungan. Perlindungan anak dapat
dipahami sebagal serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan
terpenuhinyahak-hak anak sertamemberikan jaminan keamanan bagi mereka
agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipas secaramaksimal
sesual dengan nilai-nilai kemanusiaan serta martabat yang dimilikinya.
sekaligus terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan
diskriminatif %

Anak merupakan sebutan bagi individu yang sedang berada pada tahap
pertumbuhan dan perkembangan sejak dilahirkan hingga memasuki masa
remaja. Pada umumnya, anak dipahami sebagal sescorang yang belum
mencapal kedewasaan sehingga masih memer|ukan pengasuhan, arahan, dan
perhatian dari orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya.3’

Anak merupakan individu yang masih berada pada usia muda, baik dari
segi usia maupun tingkat kematangan psikologis, sehingga cenderung lebih
mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu,
keberadaan dan perkembangan anak perlu memperoleh perhatian serta

pengawasan yang serius dari berbagal pihak. Namun demikian, sebagai

35 Poerwadaminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Amirko, 25.

36 Kaimudin, A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal : Y urispruden (2019), 37

37 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT
Refika Aditama, 2012), 68.

17
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kelompok sosial yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, Anak kerap berada

dalam kondisi yang rentan, dengan kemampuan yang masih terbatas untuk

mengemukakan pandangan maupun aspirasinya secara mandiri, serta tidak
jarang menjadi korban kekerasan maupun berbagai bentuk pelanggaran
terhadap hak-haknya.3®

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat
sebagal berikut :

a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
dimaksud dengan anak adalah setiap tndividu yang belum mencapai usia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam
kandungan.*®

b. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan
pada Pasal 330 yang menyatakan bahwa seseorang dikategorikan belum
dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah
melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, anak dapat dimaknai
sebagal setiap tndividu yang belum mencapal usia 21 tahun dan belum
pernah melangsungkan perkawinan. Apabila seseorang telah menikah
sebelum berusia 21 tahun, kemudian perkawinannya berakhir karena
perceraian atau kematian pasangan sebelum mencapai usiatersebut, maka
yang bersangkutan tetap dipandang sebagal orang dewasa dan tidak lagi
tergolong sebagai anak.*

¢. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiadalam
Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak adalah setigp individu yang

belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan,

38 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT
Refika Aditama, 2012), 69.

39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330
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termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut
berkaitan dengan kepentingannya.**

d. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagai manatel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tidak memberikan definis mengenai pengertian anak secara eksplisit.
Namun, undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap
anak, terutama setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf a,
meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban
memelihara dan. mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan
kepentingan terbaik bagi anak. K etentuan tersebut menunjukkan bahwa anak
merupakan subjek hukum yang tetap memperol eh perlindungan sertahak atas
pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya,
meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.*

Berdasarkan berbagal ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut, pada umumnya anak didefinisikan sebagai individu yang belum
mencapal usia 18 atau 21 tahun, belum menikah, serta mencakup anak yang
masih berada dalam kandungan. Pada tahap ini, anak masih memerlukan
pendampingan dan dukungean dari orang dewasa untuk menunjang proses
pertumbuhan, perkembangan, = pendidikan, serta  pembentukan
kemandiriannya. Dalam konteks tersebut, orang tua merupakan pihak yang
memiliki peran paling penting daam mendukung dan mengarahkan
perkembangan anak.

Membesarkan, mengasuh, dan memberikan pendidikan kepada anak
merupakan tanggung jawab yang mulia, namun dalam pel aksanaannya sering
dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Setiap anak memiliki
karakteristik yang khas sebagai individu yang unik, dengan potens serta

41 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a.



20

kepribadian yang berbeda satu sama lain, sehingga berhak memperoleh
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu,
diperlukan keterlibatan berbagai pihak, terutamakeluarga, dalam mendukung
proses pembentukan dan perkembangan anak agar menjadi pribadi yang
berkualitas dan berdaya saing.*®

Dalam perspektif Hukum Islam, anak didefinisikan sebagai individu
yang belum mencapa usia balig, yakni tahap ketika seseorang belum
memperlihatkan tanda-tanda kematangan fisk yang menjadi indikator
kedewasaan. Pada anak laki-laki, kondisi tersebut ditandai dengan belum
terjadinya mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan
belum mengalamic menstruasi. Anak dipahami sebagai karunia yang
dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada pasangan suami istri melalui suatu
perkawinan yang sah, baik berupa anak laki-laki maupun anak perempuan,
sesual dengan kehendak dan ketetapan-Nya. Penjelasan mengenai hal
tersebut sebagaimanatermuat dalam firman Allah Swit. berikut ini:

-r“j:-_f]j:_‘i'm

Artinya: “Milik Allah-lah kergjaan |angit dan bumi. Dia menciptakan
segala sesuatu menurut kehendak-Nya, menganugerahkan
anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan
menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia
kehendaki.” (QS. Asy-Syura: 49).%

Daam hadis sahih dijelaskan bahwa terdapat beberapa amal yang

pahalanya tetap berlanjut meskipun seseorang telah meninggal dunia. Salah
satu di antaranya adalah keberadaan anak yang saleh atau salehah yang

senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, sehingga doa tersebut menjadi

43 Djohar Maknun, dkk., Sukses Mendidik Anak di Abad 21 (Y ogyakarta: Samudra Biru,
2018), 01.

44 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian AgamaRI, 2019), QS. Asy-Sydra [42]: 49.
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sumber pahala yang terus mengalir bagi mereka. Adapun hadis yang
menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:
2l 2155 4 A e s 4 L H850 (e 2836 (e ) AL (8 GILSY) &
425
Artinya: “Jikaseseorang meninggal dunia, makaterputuslah amalannya
kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang
dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”. (HR. Muslim
no. 1631).%

Anak merupakan individu yang memiliki tingkat kerentanan yang
tinggi, baik dari aspek fisitk maupun psikologis. Meskipun demikian, anak
memiliki kemampuan mengingat yang kuat terhadap berbagai pengalaman
yang dialaminya, termasuk teladan yang diberikan serta pola pengasuhan dan
pendidikan yang diterimanya, baik yang bersifat menyenangkan maupun
yang menimbulkan kesedihan. Proses membesarkan dan mendidik anak
memer|ukan kehati-hatian, kesabaran, sertaketekunan agar tujuan pendidikan
dapat tercapal secara optimal. Penanaman nilai-nilai keagamaan sgjak usia
dini secara tepat dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam
membentuk pribadi anak yang cerdas, saleh atau salehah, serta memiliki
akhlak yang mulia.

. Pengertian Hadhanah Anak

Dalam hukum lslam, pengasuhan dan pemeliharaan anak dikena
dengan istilah hadhanah. Menurut Sayyid Sabig, secara etimologis kata
hadhanah berasal dari kata al-hidhn , yaitu bagian tubuh yang berada di
antara ketiak dan pinggul, sebagaimana ungkapan yang menggambarkan
seekor burung melindungi telurnya di bawah kepakan sayapnya. Makna
tersebut memberikan gambaran mengenai peran seorang ibu atau pengasuh
dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak. Adapun
secara terminologis, hadhanah diartikan sebagai kegiatan memelihara dan
mengasuh anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih berada pada

usia dini, belum mampu hidup mandiri, belum memiliki kemampuan untuk

45 Imam Muslim, Shahih Muslim, no. 1631/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.
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membedakan perbuatan yang benar dan yang salah, serta belum mampu
memelihara dan mengurus kepentingan dirinya secara mandiri.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama
dalam Pasal 41 ayat (1), mengatur bahwa tanggung jawab pemeliharaan atau
pengasuhan anak (hadhanah) tetap harus diperhatikan dan dilaksanakan
meskipun terjadi perceraian antarakeduaorang tuanya. merupakan kewgjiban
yang melekat pada ayah dan ibu untuk mengasuh serta mendidik anak-anak
merekadengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Apabilaterjadi
perselishan antara kedua orang tua mengenal pengasuhan anak, maka
penyelesaiannya akan ditentukan melalui putusan pengadilan. Ketentuan
dalam undang-undang tersebut menunjukkan. bahwa pengaturan mengenai
perkawinan tidak hanya berfokus pada hubungan antara suami dan istri, tetapi
juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kesgahteraan anak
sebagal hasil dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya
perceraian yang melibatkan anak, pengadilan memiliki peran penting dalam
menentukan bentuk pengasuhan yang paling sesual dengan kepentingan dan
masa depan anak.*’

Kompilas. Hukum Islam (KHI) juga memuat ketentuan yang mengatur
mengenal pelaksanaan hadhanah dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa
hak pemeliharaan anak yang belum mencapal usia mumayiz atau belum
berusia 12 tahun berada padaibu. Berdasarkan ketentuan tersebut, hadhanah
dalam perspektif KHI dapat dipahami sebagai tanggung jawab pengasuhan,
perawatan, pendidikan, sertapemenuhan kebutuhan anak yang belum mampu
membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selama anak belum memiliki
kemampuan untuk hidup mandiri dan masih memerlukan pendampingan
daam proses pertumbuhan serta perkembangannya, tanggung jawab
pengasuhan tersebut menjadi hak sekaligus kewagjiban ibu. Sementara itu,
kewgjiban ayah sebagaimana diatur dalam Pasa 156 KHI adalah

46 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah: Jilid 4 terj. dari judul yang sama oleh Abdurrokhim dan
Masrukhin ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), cet. 1, 138,
47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.
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menanggung biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak sesuai dengan
kemampuannya hingga anak mencapal usia dewasa. Dalam hukum Islam,
istilah hadhanah umumnya digunakan untuk menggambarkan pengasuhan
anak dalam kondis orang tuanya telah berpisah, baik akibat terjadinya
perceraian maupun karena wafatnya salah satu orang tua. Dalam keadaan
demikian, ibu dipandang sebagal pihak yang memiliki prioritas utama untuk
memperoleh hak pengasuhan anak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan
Kompilasi Hukum Islam.*®

Hadhanah anak setelah terjadinya perceraian dalam perspektif Hukum
Islam merupakan bentuk pemeliharaan dan pengasuhan yang diberikan
kepada anak yang masih belum dewasa serta belum mampu menjalani
kehidupannya secara mandiri. Dalam Hukum Islam, hadhanah dipandang
sebagal kewagjiban yang melekat pada kedua orang tua untuk menjamin
terpenuhinyahak-hak anak, baik ketikaikatan perkawinan masih berlangsung
maupun setelah terjadi perceraian. Kewajiban tersebut mulai berlaku sgjak
anak dilahirkan dan memasuki tahap-tahap perkembangan kehidupannya.
Seiring bertambahnya usia dan kebutuhan anak, tanggung jawab orang tua
dalam menjamin_pemenuhan hak-hak anak juga semakin besar. Tanggung
jawab tersebut mencakup pemeliharaan, pendidikan, pembentukan akhlak,
serta berbagal kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak secara
optimal. Oleh karena itu, masa depan dan kesejahteraan anak berpotens
terganggu apabila hak-haknyatidak terpenuhi secaramemadai oleh keduatua
yang setelah berpisah. Kewagjiban hadhanah dalam syariat Islam memiliki
landasan hukum yang kuat dan ditegaskan dalam firman Allah Swt.*®
Kewajiban orang tuadalam mel aksanakan hadhanah memiliki landasan yang
kuat dalam syariat 1lam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swi.

berikut ini:

48 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.
49 Wifida Puspitasari."Implementas Hadhanah Anak Pasca Perceraian”. Skripsi Tahun
2022, 40.
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Artinya : “Wahai orang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusiadan
batu. Pengawalnya adalah malaikat-malaikat yang keras,
kasar, serta tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang
menjadi perintahNya pada mereka, serta merta selalu
melaksanakan apayang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).%°

Dalam kajian fikih-slam, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

menyatakan bahwa hak hadhanah berada pada ibu selamaia belum menikah
kembali setelah perceraian dengan ayah dari anak yang diasuhnya. Apabila
ibu telah menikah lagi dan hubungan perkawinan tersebut telah berlangsung
secara sah, maka hak hadhanah yang sebelumnya berada padanya dapat
gugur. Pandangan tersebut memperoleh dukungan dari mayoritas ulama
mazhab. Kedudukan ibu diprioritaskan karena dinilai memiliki kemampuan
yang lebih bailk dalam memberikan pengasuhan serta pendidikan kepada
anak. Karakter Keibuan yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan kepekaan
emosional menjadikan ibu |ebih mampu menghadapi berbagai perilaku anak
dibandingkan ayah. Terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah
bin Umar yang menegaskan bahwa ibu memiliki hak yang |ebih utama dalam
mengasuh dan memelihara anaknya, sebagaimana tercantum dalam hadis
berikut:
P PR RV PSP PRI oA ) E R JOE O Y
S SR L kSl s I S P R PR S W O PV Qmuz'cai’;g’c ‘Auif,i-_ s
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50 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian AgamaRI, 2019), QS. At-Tahrim [66]: 6.
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as-
Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Abu
Amr - yaitu Al-Auzai - telah menceritakan kepadaku Amru bin
Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr,
bahwa seorang wanita berkatas "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya anakku ini adalah wadah bagiku, dan
payudaraku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku
adalah pelindungnya, namun ayahnya menceraikanku dan
ingin mengambilnya dariku." Maka Rasulallah saw bersabda:
"Engkau lebih berhak atasnya sedama engkau tidak
menikah .5t
Setelah ibu, pihak .yang memiliki hak untuk mengasuh anak
berdasarkan kesepakatan para ulama adalah kerabat dari garis ibu atau
keluarga perempuan. Selanjutnya, hak tersebut beralih kepada ayah beserta
kerabat dari garis ayah atau keluarga laki-laki.
3. Hadhanah Anak Pasca Per ceraian menurut Hukum Positif
Pengaturan mengenai hadhanah atau pengasuhan anak dalam sistem
hukum Indonesia memperoleh perhatian yang cukup besar sebagai bagian
dari upaya perlindungan terhadap anak. Anak termasuk kelompok yang harus
mendapatkan perlindungan atas hak-haknya karena berada pada posisi yang
rentan, mudah dipengaruhi, serta belum memiliki kemampuan yang memadai
untuk membedakan antara yang benar dan yang salah maupun antara kondisi
yang aman dan yang berbahaya. Menurut Johanna Eriksson sebagaimana
dikutip oleh Adzkar Arsini, anak membutuhkan pola pengasuhan dan
perhatian yang bersifat khusus karena berbagai pertimbangan tertentu.
Pertama, anak memiliki kedudukan yang setara dengan orang dewasa sebagai
subjek hukum yang mempunyai hak asasi, sehingga tidak dapat dipandang
sebagai milik orang tua. Kedua, proses pertumbuhan dan perkembangan anak
merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi pembentukan kualitas
kehidupannya di masa mendatang. Ketiga, karena anak belum memiliki
kapasitas untuk mengambil keputusan hukum secara mandiri, diperlukan

pengaturan khusus yang dapat menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-

51 Imam Abu Daud (no. 2276), Ahmad, dan al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin al-Ash
radhiyallahu 'anhuma.
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haknya melalui pihak yang mewakilinya dalam menentukan berbaga aspek
kehidupan mereka.>?

Anak merupakan aset penting bagi bangsa yang diharapkan mampu
menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.
Keberhasilan yang dicapai oleh seorang anak pada dasarnya tidak terlepas
dari proses pendidikan serta pengasuhan yang diterimanya sgjak usia dini.
Pemenuhan hak-hak anak secara optimal akan mendukung terbentuknya
kepribadian yang baik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang
berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun
negara.

Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-
haknya secara optimal dan menyeluruh. Perceraian orang tua sering kali
menjadi faktor yang menyebabkan hak-hak anak tidak terlaksana
sebagaimana mestinya, sehingga berpotenss menimbulkan berbagai
permasalahan, seperti kondis keterlantaran maupun munculnya perilaku
menyimpang sebagal bentuk respons terhadap kebutuhan yang tidak
terpenuhi. Oleh karena itu, dibentuklah berbagal ketentuan hukum yang
bertujuan__untuk melindungi  kepentingan _anak, termasuk menjamin
pemenuhan hak-haknya baik dalam . lingkungan keluarga yang masih
harmonis’ maupun dalam keluarga yang telah mengalami perceraian,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, sebagai berikut:>3
a. Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta jaminan atas

kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, sekaligus
mendapatkan kesempatan berpartisipasi secara optimal sesual dengan
nilai-nilai kemanusiaan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 1 ayat 2).

52 Adzkar Arsini, “Mengenal Prinsip dan Norma Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA),”
dalam Pulthoni, Siti Aminah, dan Uli P. Sihombing (ed.), Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia:
Modul Pelatihan ABH bagi Anak Jalanan (Jakarta: ILRC, 2012). 34.

53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab | (Ketentuan
Umum) dan Bab |11 (Hak dan Kewajiban Anak).
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b. Pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab yang
harus dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, maupun negara (Pasal 1 ayat 12).

c. Anak berhak memperoleh identitas diri yang meliputi nama, status
kewarganegaraan, dan pengakuan hukum lainnya (Pasal 5).

d. Anak berhak memperoleh pengasuhan melalui pengangkatan anak apabila
orang tua kandung tidak mampu melaksanakan kewajiban pemeliharaan
atau melakukan penelantaran, dengan tetap berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).

e. Anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai
berkualitas, termasuk bagi anak penyandang disabilitas maupun anak yang
memiliki potensi dan kemampuan istimewa (Pasal 9).

f. Selama berada dalam tanggung jawab pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain yang berkewajiban memeliharanya, anak berhak memperoleh
perlindungan dari berbagal bentuk perlakuan yang merugikan, seperti
diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, maupun
tindakan tidak adil lainnya (Pasal 13).

0. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan
hukum sesual dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 18).

Seluruh hak anak yang telah dijelaskan sebelumnya harus dipenuhi dan
diwujudkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin kesgjahteraan serta menunjang kehidupan anak yang layak dan
seimbang. Pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian pada
hakikatnya memiliki esensi yang sama dengan pelaksanaan hak anak dalam
keluarga yang masih utuh. Perbedaannya terletak pada kondis hubungan
orang tuayang telah berakhir, sehingga pel aksanaan tanggung jawab terhadap
anak dilakukan dalam situasi keluarga yang tidak lagi hidup bersama.

B. Nafkah Anak
1. Pengertian Nafkah Anak
Nafkah berasa dari istilah an-nafagah yang secara bahasa berarti

pengeluaran, yaitu sgjumlah harta atau biaya yang dikeluarkan seseorang
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untuk keperluan yang bermanfaat maupun untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak yang berada dalam tanggung jawabnya. Dalam Al-Munawir Kamus
Arab Indonesiajugadijel askan bahwa nafkah memiliki maknabiaya, belanja,
serta pengeluaran sgfumlah uang yang digunakan untuk berbagai kebutuhan
tertentu.>*

Bentuk nafkah tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan sandang,
pangan, dan papan. Kewajiban pemberian nafkah mulai berlaku setelah
terlaksananya akad perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum dan
agama.® Pada dasarnya, tujuan pemberian nafkah adalah untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar orang-orang yang berada dalam tanggungan
seseorang. Adapun anak merupakan “individu, baik laki-laki maupun
perempuan, yang belum mencapal usia dewasa atau belum memasuki masa
pubertas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah
segala bentuk pemberian yang bernila manfaat maupun materi yang
disalurkan oleh ayah kepada anak yang belum dewasa atau belum mencapai
masa pubertas. Pemberian tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab
ayah dalam memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi kelangsungan
hidup dan perkembangan anaknya.

Permasalahan nafkah anak yang menjadi fokus penelitian penulis di
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekal ongan berkaitan dengan kondisi ketika
hak nafkah anak tidak dipenuhi oleh ayah setelah terjadinya perceraian.
Dalam beberapa kasus, setelah perceraian berlangsung, anak-anak tinggal
bersamaibunyakarena padasaat perceraian terjadi merekamasih beradapada
usia yang membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan secara intensif.
Akibatnya, seluruh kebutuhan hidup anak Iebih banyak dipenuhi oleh ibu
yang berstatus sebagai mantan istri, bahkan harus bekerja keras untuk
menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak-anaknya.

Padahal, baik menurut ketentuan hukum positif maupun Hukum Islam,

54 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 1449.

55 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 165-168
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kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak berakhir karena

perceraian. Kewagjiban tersebut tetap melekat pada ayah hingga anak

mencapal kemandirian dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan salah satu aspek
yang memiliki kedudukan penting dalam kagian hukum keluarga. Teori
mengenai nafkah anak pasca perceraian menegaskan bahwa pemenuhan
kebutuhan hidup serta perlindungan terhadap kesegjahteraan anak harus
menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kedua orang tua tetap memikul
tanggung jawab untuk -menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, termasuk
ketika hubungan perkawinan mereka telah berakhir karena perceraian.®

Dalam perspekiif teori kesgahteraan anak, pemenuhan nafkah setelah
perceralan harus ditempatkan sebagal prioritas utama guna menjamin
terpenuhinyaberbagai kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan pendidikan
dan layanan kesehatan. Teori tanggung jawab orang tua juga menegaskan
bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tetap berada pada
orang tua meskipun telah terjadi perceraian. Dengan demikian, berakhirnya
hubungan_perkawinan tidak dapat dijadikan alasan bagi _orang tua untuk
mengabaikan atau melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak.>’

Dalam menentukan jumlah nafkah anak, teori keadilan menegaskan
bahwa pemberian nafkah pasca perceraian harus didasarkan pada prinsip
keadilan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua. Oleh
karenaitu, orang tua berkewajiban menempatkan kepentingan dan kebutuhan
anak sebagal prioritas utama serta memastikan bahwa anak memperoleh
nafkah yang memadai untuk menunjang kesejahteraannya.®

Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian

merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam hukum keluarga

56 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006),327-331.

57 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT
Refika Aditama, 2012),. 70-75.

58 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 39-44.
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karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya kebutuhan hidup serta
terjaminnya kesgahteraan anak. Oleh sebab itu, orang tua tetap memiliki
kewgjiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya meskipun hubungan
perkawinan di antara merekatelah berakhir akibat perceraian.>

. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum nafkah terdapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan,
oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-
laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka
(leki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” ®

Ayat tersebut menj el askan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang

lebih besar-dalam kehidupan rumah tangga karena berkedudukan sebagai
pihak yang memikul amanah kepemimpinan keluarga. Suami berkewajiban
mencari nafkah serta memberikan ‘perlindungan dan pemeliharaan kepada
istri maupun anak-anaknya. Oleh sebab itu, Allah memberikan kelebihan dan
tanggung jawab tertentu kepada laki-laki dibandingkan perempuan dalam
konteks kehidupan keluarga, karena mereka dibebani kewagjiban untuk
mengeluarkan sebagian hartanya guna memenuhi mahar serta kebutuhan
hidup istri dan anak-anaknya.

Nabi Muhammad SAW. pernah memberikan nasihat kepada seorang

laki-laki agar mendahulukan pemenuhan kebutuhan dirinya sebelum

59 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 181-185.
60 QS. An-Nisa' [4]: 34.
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memberikan harta kepada orang lain. Selanjutnya, beliau memerintahkan
agar harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri, kemudian
keluarga, dan apabila masih terdapat kelebihan dapat diberikan kepada
kerabat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam
Al-Qur’an dan hadis tersebut, seorang ayah memiliki kewajiban untuk
mengalokasikan sebagian dari penghasilannya guna memenuhi kebutuhan
hidup istri dan anak-anaknya. Kewagjiban tersebut tidak serta-merta berakhir
ketikaterjadi perceraian antarasuami dan istri, karenaayah tetap bertanggung
jawab memberikan nafkah kepada anak sesual dengan kemampuan
ekonominya hingga anak mencapal usiadewasa atau tel ah mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya secara mandiri.®*
4. Ketentuan Hukum M engenai Nafkah Anak

K etentuan mengenai nafkah anak dalam hukum positif Indonesiapada
dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara tegas
menggunakan istilah nafkah anak, namun mengatur kewajiban orang tua
untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana
tercantum dalam Pasal 26 ayat (1). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
orang tua mempunyal tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup
anak, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan
demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal .5

Selain itu, Pasad 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
menyatakan bahwa setiap anak berhak memperol eh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setigp anak berhak
memperoleh pendidikan dan penggaran dalam rangka pengembangan

61 Lufi Rahmawati."Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian(Analisis Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd)". MAQASID: Jurnal Studi
Hukum Islam Vol. 13 No.1 (Tahun 2024), 91-92.

62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).
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pribadinya sesuai minat dan bakatnya.%® Pemenuhan hak-hak tersebut tidak

dapat dipisahkan dari kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada

anak, meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 juga menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban
orang tua terhadap anak. Pasal 41 huruf a menyatakan bahwa baik ayah
maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata
berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.®* Ketentuan tersebut kemudian
dipertegas dalam Kompilasl Hukumslam, khususnya Pasal 105 huruf ¢, yang
menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah
sesual dengan kemampuannya.®
a. Dalam hal terjadinya percerai an:

Huruf (c) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan
mantan suami memberikan biaya penghidupan serta menetapkan
kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan istri sesuai dengan
keadaan yang ada.

b. Huruf (b) . menegaskan bahwa ayah tetap memikul kewajiban untuk
memelihara dan mendidik anak - meskipun hak pengasuhan atau
pemeliharaan anak berada di tangan ibu.

Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua juga ditegaskan

dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

1) Orang tuaberkewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan melindungi
anak, termasuk melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya

perkawinan pada usia anak.

63 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1).

64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1).

65 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 156 huruf d.
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2) Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan hak anak atas perlindungan,
pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesgjahteraan yang diperlukan
bagi tumbuh kembangnya secara optimal.%

C.Landasan Teori
1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak merupakan teori yang menekankan bahwa
setigp anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan,
pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup secaralayak agar
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal . Perlindungan anak tidak hanya
menjadi tanggung jawab orang tua, tetepi juga menjadi tanggung jawab
negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan seluruh pihak yang
berkewajiban ~menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya
diskriminasi.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan
Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adal ah segala kegiatan untuk menjamin
dan._melindungi._anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesual dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.®’

Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua atau wali berkewagjiban serta bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.®® Ketentuan ini menunjukkan
bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga
setiap pihak memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

66 eprints.iainu-kebumen.ac.id,Tinjauan Umum Nafkah Anak: Definisi dan penjelasan
lengkap_http://eprints.iainu-kebumen.ac.id. Diakses padatanggal 11 april 2026, pukul 22.58

67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.



Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.®® Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewgjiban orang tua untuk
tetap memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, pemeliharaan,
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, teori perlindungan anak dalam penelitian ini
digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak
hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Keses ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk
mengetahui sgjauh mana suatu ketentuan hukum dapat diterapkan dan
dipatuhi oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum
digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak
pasca perceraian di Kecamatan Kesesi berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Soerjono Soekanto,
efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu
sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor
tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu
peraturan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Daam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk
menganalisis apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak telah dilaksanakan dalam pemenuhan hak

hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Analisis dilakukan

69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

70 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta
Rajawali Pers, 2019), 8.
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dengan melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tersebut di
masyarakat, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat
pel aksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang menentukan
efektivitas pelaksanaan suatu ketentuan hukum, yaitu:
a. Faktor penegak hukum
Faktor Penegak Hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang
memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, dan menegakkan
ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum (law
enforcement) .mensyaratkan keberadaan aparatur yang mampu
merealisasi kan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara
harmonis ' serta proporsional. Dalam konteks ini, penegak hukum
mencakup lembaga-lembaga penegakan hukum beserta aparat yang
menjalankan fungsi tersebut. Secara lebih khusus, aparat penegak hukum
meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta
petugas pemesyarakatan yang masing-masing memiliki tugas dan
tanggung. jawab sesuali dengan kewenangannya. Setiap aparat penegak
hukum  dibertkan kewenangan tertentu dalam. menjalankan fungsi
penegakan hukum, mula dari’ penerimaan laporan, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, penjatuhan putusan,
pelaksanaan sanksi, hingga pembinaan terhadap terpidana. Menurut

Soerjono Soekanto, terdapat tiga unsur utama yang memengaruhi

efektivitas kerja aparat dan institusi penegak hukum, yaitu:

1) Lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarananya, termasuk
sistem kerja, struktur organisasi, serta mekanisme kelembagaan yang
mendukung pel aksanaan tugas penegakan hukum

2) Budaya kerja aparat penegak hukum, yang mencakup profesionalitas,
integritas, etos kerja, serta tingkat kesgahteraan aparat dalam

menjalankan tugas dan kewagjibannya.
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3) Peraturan perundang-undangan yang mendukung, baik yang berkaitan
dengan kinerja kelembagaan maupun ketentuan hukum yang menjadi
dasar pelaksanaan tugas, meliputi hukum materiil dan hukum formil
atau hukum acara.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif harus
memperhatikan  ketiga unsur  tersebut secara terpadu  dan
berkesinambungan. Dengan terpenuhinya aspek kelembagaan, kualitas
sumber daya manusia, serta dukungan regulas yang memadai, proses
penegakan hukum dan_perwujudan keadilan dapat terlaksana secara
optimal dalam praktik kehidupanbermasyarakat.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana maupun fasilitas pendukung pada hakikatnya merupakan
seluruh perangkat atau unsur yang dimanfaatkan untuk mendukung dan
memperlancar pencapal an tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya
meliputi berbagal fasilitas fisik yang berperan sebagal unsur penunjang
dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Faslitas tersebut tidak hanya
mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan
dan_keterampilan yang memadai, tetapi juga meliputi organisasi yang
terstruktur dengan baik, perlengkapan yang memadai, dukungan finansial
yang cukup, serta berbaga kebutuhan pendukung lainnya. Di samping
keberadaannya, aspek pemeliharaan fasilitas juga memiliki peranan yang
sangat penting untuk menjamin keberlanjutan fungsinya Daam
praktiknya, sering dijumpai suatu peraturan telah diterapkan meskipun
sarana pendukung yang diperlukan belum tersedia secara lengkap.
Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kontraproduktif
karena sesuatu yang seharusnyamendukung kel ancaran pel aksanaan justru

dapat menghambat jalannya proses yang berlangsung.”

71 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers,
1982), 115.-116.
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c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan
ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat
memiliki pandangan, persepsi, dan penilaian tertentu terhadap keberadaan
hukum yang berlaku. Dengan demikian, tingkat efektivitas hukum sangat
dipengaruhi oleh kesediaan masyarakat untuk mematuhi serta kesadaran
mereka terhadap pentingnya hukum.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat
menjadi hambatan bagi .upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh
aparat yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya
sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, para
pemangku kepentingan, serta aparat penegak hukum sebagai bagian dari
proses peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, penyusunan dan
pengembangan hukum perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan
dinamika perubahan sosial agar hukum dapat berfungs secara efektif
sebagal instrumen yang mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, faktor kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat
erat dengan faktor masyarakat, namun dalam kajian ini keduanya
dibedakan secara khusus untuk tujuan analisis. Pemisahan tersebut
dilakukan karena pembahasan |ebih difokuskan pada sistem nilai yang
menjadi esensi kebudayaan, terutama aspek kebudayaan yang bersifat
nonmaterial atau tidak berwujud. Hukum dipandang sebagal suatu sistem
tersendiri, atau setidaknya sebagai bagian dari sistem sosia yang
berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum terdiri atas tiga
unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Struktur hukum merupakan kerangka atau bentuk yang menopang sistem
hukum, yang mencakup susunan lembaga-lembaga hukum formal,
hubungan antarlembaga, serta pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan
berbagai aspek kelembagaan lainnya.
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Hukum memiliki kapasitas untuk memengaruhi terjadinya
perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, baik melalui cara yang
bersifat langsung maupun tidak langsung. Proses mengarahkan perilaku
masyarakat melalui suatu mekanisme yang disusun secara terencana dan
sistematis dikenal sebagai social engineering atau social planning. Agar
hukum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam membentuk
pola perilaku masyarakat, keberadaan dan substansinya perlu
disosialisasikan secara luas sehingga dapat diterima serta melembaga
dalam kehidupan sosial. Proses penyebarluasan dan pelembagaan hukum
tersebut memerlukan dukungan sarana komunikasi yang memadai dalam
masyarakat. K etersediaan media dan mekani sme komunikasi yang efektif
menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan penyebaran serta
internalisasl nilai-nilai hukum. Penyampaian informasi hukum dapat
dilakukan secaraformal melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur
serta diselenggarakan secara resmi dan terstruktur.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu perilaku atau tindakan hukum
dapat dikatakan efektif apabila mampu mendorong munculnya sikap dan
tindakan yang sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu adanya
kepatuhan terhadap ketentuan hukum oleh pthak yang menjadi sasaran.
Suatu peraturan perundang-undangan akan berfungsi secara efektif apabila
pelaksanaan tugas dan kewenangan oleh aparat penegak hukum selaras
dengan tujuan serta ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang,
sedangkan efektivitasnya akan berkurang apabila praktik penegakan
hukum yang dilakukan menyimpang atau tidak sesuai dengan harapan
yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.

72 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Memegaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Ragja
Grafindo Persada, 2005),9.
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HASIL PENELITIAN
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan Kesesi adalah wilayah administrasi di ujung barat Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah. Dikenal sebagai pusat perdagangan penghubung
dengan Kabupaten Pemalang, wilayah ini terdiri dari 23 desa. Kesesi memiliki
posisi strategisdi bagian barat Pekal ongan dengan aktivitas ekonomi yang cukup
ramai. Kesesi juga merupakan wilayah dataran rendah dengan jumlah penduduk
cukup besar, didominasi sektor.pertanian dan masyarakat religious.”™
1. Letak Geografis dan Kondis Wilayah
Mengetahui Keadaan Wilayah K ecamatan K esesi maka dapat diuraikan
sebagal berikut:
a. Letak Dan Batas Wilayah
Kecamatan Kesess merupakan salah satu wilayah administratif
setingkat kecamatan yang beradadi K abupaten Pekalongan, Provins Jawva
Tengah. Darl aspek geografis, Kecamatan Keses terletak di bagian barat
Kabupaten Pekalongan dan memiliki batas wilayah yang langsung
bersebelahan _dengan Kabupaten Pemalang. Adapun batas administratif
K ecamatan Kesesi meliputi Kecamatan Sragi di sebelah utara, Kecamatan
Bojong dan Kecamatan Kaen dii sebelah timur, Kecamatan
Kandangserang di sebelah selatan, serta Kabupaten Pemalang di sebelah
barat.”
2. LuasWilayah
Kecamatan Kesesi memiliki wilayah dengan luas kurang lebih 68,51
km? yang didominasi oleh kondisi topografi dataran rendah dengan
ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar
pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, terutama area

persawahan, serta digunakan sebagai kawasan permukiman masyarakat. Hal

73 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025.
Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.

74 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 1-4.
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ini menunjukkan bahwa sektor agraris masih menjadi karakter utamawilayah
ini.”
3. Keadaan iklim

Kondisi iklim di Kecamatan Kesesi secara umum termasuk ke dalam
wilayah beriklim tropis sebagaimana karakteristik iklim yang terdapat di
sebagian besar daerah di Indonesia. Karakteristik iklim tropis tersebut
ditandai dengan adanyaduamusim yang berlangsung secarabergantian, yaitu
musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan umumnya berlangsung
antara bulan Oktober hingga Maret dengan tingkat curah hujan yang relatif
tinggi. Pada masatersebut, Kecamatan Kesesi kerap mengalami hujan dengan
intensitas yang cukup besar sehingga memberikan pengaruh terhadap
berbagai aktivitas pertanian, terutama pada proses penanaman padi. Adapun
musim kemarau biasanya terjadi pada periode April hingga September yang
ditandai dengan rendahnya curah hujan serta meningkatnya suhu udara
dibandingkan musim hujan.

Suhu udara di Kecamatan Kesesi umumnya berada pada kisaran 24°C
hingga 32°C dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi sepanjang tahun.
Kondis_iklim_tersebut sangat mendukung perkembangan. berbagai jenis
komoditas pertanian, seperti padi, jagung, serta tanaman palawija lainnya.
Dengan demikian, karakteristik iklim yang dimiliki wilayah ini memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap pola mata pencaharian masyarakat yang
sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. ™

4. Keadaan Air

Keadaan air di Kecamatan Kesesi pada umumnya cukup memadal
untuk menunjang kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga
maupun kegiatan pertanian. Sumber air di wilayah ini berasa dari air tanah
(sumur), sungai, serta sebagian kecil dari jaringan air bersih yang dikelola
oleh pemerintah daerah.

75 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 5-9.

76 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Data Iklim Kabupaten
Pekalongan Tahun 2025, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, 2025.
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Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mengandalkan sumur gali
dan sumur bor sebagai sumber utama penyediaan air bersih yang digunakan
untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi,
sertamencuci. Selainitu, terdapat pulaaliran sungai yang dimanfaatkan untuk
keperluan irigasi pertanian, terutamadalam mendukung kegiatan persawahan
yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.””

5. Keadaaan L ahan Pertanian

Keadaan lahan pertanian di Kecamatan Kesesi didominasi oleh lahan
persawahan yang cukup luas dan. subur. Lahan ini dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk menanam padi sebagai. komoditas utama. Sementara itu,
lahan untuk tanaman jagung dan palawijaseperti keteladan kacang-kacangan
biasanya berada pada |ahan kering atau tegalan dengan luas yang lebih kecil
dibandingkan persawahan.’

6. Keadaan Demogr afi dan Kondisi Sosial Masyarakat
a. Keadaan Demografi Kecamatan Kesesi

Kecamatan Keses yang terletak di Kabupaten Pekal ongan termasuk
sal ah satu kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi
serta persebaran masyarakat yang mencakup beberapa desa. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari |lembaga terkait, jumliah penduduk di
Kecamatan Kesesi terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan proporsi
yang relatif berimbang. Mengacu pada data monografi Kecamatan Keses,
jumlah penduduk dapat diuraikan sebagal berikut:

Tabe 3.1
Data K ependudukan Kecamatan K esesi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2025.

No. Uraian Jumlah

1. Jumlah Penduduk L aki-laki 39.326 jiwa
2. Jumlah Penduduk Perempuan 38.321 jiwa
3. Jumlah KepalaKeluarga 25.854 KK

77 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 4-8.

78 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 20-27.
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Tabel 3.2
Jumlah Perkawinan dan Perceraian di Kecamatan Kesesi Tahun 2025.
No. Status Perkawinan Jumlah
1. Belum Kawin 32.966 jiwa
2. Kawin 38.624 jiwa
3. Cera Mdi 4.310jiwa
4 Cera Hidup 1.752 jiwa

Sﬂmber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan K esesi
dalam Angka Tahun 2025, diolah oleh penulis.

Wilayah administrasi Keecamatan Kesesi terbagi menjadi 23 desa, 65
dusun, 122 Rukun Warga (RW), dan 378 Rukun Tetangga (RT).
K epadatan penduduk yang cukup tinggi ini menunjukkan adanyadinamika
sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di Kecamatan Keses
tercatat sebanyak 77.647 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi
penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang.” Tingkat pendidikan
masyarakat di Kecamatan Kesesi masih didominasi oleh lulusan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama, walaupun sebagian masyarakat
telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang menengah atas maupun
perguruan tinggi. . Rendahnya tingkat pendidikan tersebut turut
memengaruhi- pemahaman masyarakat terkait-hak dan kewagjiban dalam
keluarga, termasuk mengenai pemenuhan hak hadhanah anak setelah
terjadinya perceraian.

Berikut daftar lembaga pendidikan dan tingkat pendidikan

Kecamatan Kesesi:

Tabel 3.3
Daftar Lembaga Pendidikan Dan Tingkat Pendidikan K ecamatan K esesi:
Lembaga Jumlah T|ngl_<a_t Jumlah
NO.| bendidikan | Lembaga | Pendidikan (Jiwa)
M asyar akat
1. PAUD 69 Unit - -
2. | TK/IRA 41 Unit - -

79 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 10-18.
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3. | SD/SDIT 53Unit | SD 10.428
Jiwa

4. | SMP 7 Unit SMP 14.180
Jiwa

5 | SMA 6 Unit SMA 10.827
Jiwa
| 1876
6. |- - Perguruan Tinggi Jwa

Jumlah Lembaga Pendidikan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan
Kesesi Kabupaten Pekal ongan Tahun 2025

Sumber: Data Monografi Kecamatan Keses Tahun 2025, diolah

oleh penulis.®
Dari -~ aspek mata pencaharian, mayoritas masyarakat

menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian, baik sebaga petani
maupun buruh tani. Di samping itu, sebagian masyarakat lainnya bekerja
sebagal pedagang, buruh, serta pekerja pada sektor jasa dan informasi
lainnya. Kondis perekonomian yang masih berada pada kategori
menengah ke bawah tersebut turut memengaruhi kemampuan orang tua
dalam memenuhi kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian.
Berikut jumlah mata pencaharian masyarakat Kecamatan Keses :

Tabedl 3.4
M ata Pencaharian Penduduk K ecamatan Kesesi Tahun 2025

No. Jenis Pekerjaan Jumlah

1. Buruh 14.949 Jwa
2. Karyawan 575.000 Jiwa
3. Petani 14.725 Jwa
4, Pedagang 712 Jiwa

5. Wiraswasta 14.120 Jwa

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diolah oleh penulis.
b. Kondis Sosial Masyarakat Kecamatan Keses
Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Keses secara umum

masih dipengaruhi oleh kuatnyanilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong

80 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 30-36.



royong, sertatingkat solidaritas sosial yang tinggi. Kondisi tersebut dapat
diamati melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti kerja bakti,
penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan penerapan tradis musyawarah
sebagal sarana penyelesaian berbagai persoadlan yang dihadapi
masyarakat.8! Nilai-nilai keagamaan juga memiliki peran penting dalam
kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai
masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dan
dampaknya terhadap anak. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam
penelitianini, perceralan tidak selalu diikuti dengan pemenuhan kewajiban
orang tua secara optimal, baik dalam. pemberian nafkah maupun
pengasuhan ' (hadhanah). Berdasarkan hasil wawancara dengan para
informan, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
keterbatasan ekonomi setelah perceraian, kurangnya rasa tanggung jawab
salah satu orang tua terhadap anak, adanya pernikahan kembali sehingga
perhatian ‘terhadap anak berkurang, serta kesibukan bekerja yang
menyebabkan pengasuhan anak dialihkan kepada nenek atau anggota
keluarga lainnya. Akibatnya, dalam beberapa keluarga anak tidak diasuh
secara langsung oleh orang tua kandungnya, melainkan oleh nenek atau
kerabat dekat sebagai bentuk pengasuhan pengganti.®’ Pengasuhan oleh
nenek atau keluarga deket bukan menjadi persoalan apabila dilakukan
sebagal bentuk bantuan keluarga dan hak-hak anak tetap terpenuhi.
Namun, kondis tersebut menjadi permasalahan ketika pengalihan
pengasuhan terjadi karena orang tua mengabaikan tanggung jawabnya
sehingga hak-hak anak, seperti nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan
pemeliharaan, tidak terpenuhi secara optimal.

81 Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025, Kantor Kecamatan Kesesi, Kabupaten
Pekalongan, 8-12.

82 Hasil wawancara dengan Informan | (orang tua), Kecamatan Kesesi, 12 Mei 2026;
Informan Il (nenek), Kecamatan Kesesi, 15 Mei 2026; dan Informan 111 (tokoh masyarakat),
Kecamatan Kesesi, 18 Mei 2026.
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Selain itu, tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih
berada pada kategori yang relatif rendah. Kondis tersebut tercermin dari
terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang
mengatur hak-hak anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya,
pemenuhan hak hadhanah anak seringkali tidak berjalan sebagaimana
mestinya.®

c. Kondisi Keluarga dan Tingkat Perceraian
1) Kondisi Keluarga Pasca Percerai an

Kecamatan Keses merupakan salah satu wilayah di Kabupaten
Pekalongan dengan karakteristik masyarakat yang masih kuat dalam
nilai kekeluargaan dan sosial. Namun demikian, fenomena perceraian
tetap terjadi dan membawa dampek terhadap kondisi keluarga,
khususnya dalam aspek pengasuhan anak. Berdasarkan hasil penelitian
lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan(orang tua,
nenek, dan tokoh masyarakat), diketahui bahwa perceraian berdampak
signifikan terhadap perubahan strukur keluarga, kondisi ekonomi, serta
pola pengasuhan anak.3*

Dari hasil wawancara, sebagian keluarga besar informan
menyatakan bahwa kondisi keluarga.menurun setelah perceraian. Ibu
Lina (32 tahun) mengatakan: “Setelah cerai, ekonomi jadi lebih sulit itu
sebabnya setelah masa iddah selesai saya mula bekerja sebagai buruh
jaitan untuk memenuhi kebutuhan anak, dan sejak saat itu juga mantan
suami sudah tidak pernah mengirim uang lagi”® Hal ini menyebabkan
kebutuhan anak tidak terpenuhi secara maksimal, ibu harus bekerja
untuk mencukupi kebutuhan.

83 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025
(Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), him. 10-18; Kantor Kecamatan
Kesesi, Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025 (K abupaten Pekalongan: Kantor Kecamatan
Kesesi, 2025), 8-12.

84 Hasil wawancara dengan orang tua, nenek, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, Mei 2026.

85 Wawancara dengan ibu lina, pada selasa 28 April 2026, puku 15.39
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2) Tingkat Perceraian
Tingkat perceraian di  Kecamatan Keses menunjukan
kecenderungan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan serta pengamatan

lapangan, setiap desa dapat mengalami beberapa peristiwa perceraian

dalam satu tahun. Sebagian besar perceraian tersebut berupa cerai gugat

yang digukan oleh pihak istri. Faktor utama penyebab perceraian

meliputi masalah ekonomi, konflik rumah tangga, perselingkuhan, serta

pernikahan usiadini.

3) Gambaran Umumydan Pola Pengasuhan Anak Dimasyarakat

Perceraian merupakan suatu peristiva yang tidak hanya

mengakhiri Ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga

membawa konsekuensi terhadap pola serta sistem pengasuhan anak.

Dalam masyarakat, khususnya diwilayah pedesaan seperti Kecamatan

Kesesi, pengasuhan anak pasca perceraian menunjukan karakteristik

tertentu yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya.®

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah

informan, _diperoleh informasi bahwa pola pengasuhan anak setelah

perceraian pada umumnya mengalami- perubahan, khususnya terkait
pembagian dan pelaksanaan peran orang tua.

Salah satu infarman, 1bu Nur (34 tahun), menyampaikan bahwa:
"Sgjak bercerai, anak tinggal bersama saya. Bapaknya jarang
datang, paling hanya sesekali memberi uang."®’

Ha ini menunjukan bahwa pengasuhan anak lebih banyak
dilakukan oleh ibu sebagai orang tuatunggal.

86 Hasil wawancara dengan orang tua, nenek, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, Mei 2026.
87 Wawancara dengan ibu nur, pada kamis 30 April 2026,pukul 16.11
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Kondis serupa juga disampaikan oleh Ibu Hikmah:
“Saya bekerja di luar, jadi anak saya titipkan ke ibu
saya(neneknya). Hampir setiap hari  neneknya yang
mengasuh.””88
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi
menyebabkan ibu harus bekerja sehingga pengasuhan sehari-hari
dialihkan kepada nenek. Dengan demikian, keluarga besar turut
berperan dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak pasca
perceraian.
Ibu Indri juga mengatakan:
“Dari sebelumlahir bapaknya memang sudah tidak bertanggung
jawab, tbunya juga sudah lepas tangan sejak dia masih kecil,
akhirnya anak diasuh oleh neneknya, ketika neneknya meninggal
hak asuh diserahkan ke saya.”’®
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat
kondisi di mana kedua orang tua tidak menjalankan tanggung jawab
pengasuhan, sehingga keluarga besar mengambil alih pemeliharaan
anak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan keluarga menjadi faktor
penting. dalam menjamin keberlangsungan. pengasuhan anak ketika
orang tua trdak mampu memenunhi‘kewajtbannya.
B. Temuan Penélitian
1. Pemenuhan Hak Hadhanah Anak
Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan
Kesesi melalui metode wawancara terhadap beberapa informan yang terdiri
dari ibu pasca perceraian, serta anggota keluarga, diperoleh gambaran
mengenal pemenuhan hak hadhanah yang meliputi tempat tinggal anak,
pemenuhan kebutuhan, serta peran ayah dan ibu setelah perceraian.

88 Wawancara dengan ibu hikmah,pada jum’at 1 mei 2026.pukul 11.40
89 Wawancara dengan ibu indri, pada selasa 28 April 2026, pukul 19.34
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Tabel 3.5
Rekapitulasi Pemenuhan Hak Anak dalam Pelaksanaan Hadhanah
Aspek yang , Belum/Tidak Per sentase
Dianalisis Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
Nafkah Anak 6 1 85,7%
Pendidikan Anak 6 1 85,7%
Diasuh oleh Orang 0
Tua (Ibu) S 2 71.4%
Hak Mendapatkan
Kasih Sayang 4 3 57,1%

Sumber: Data primer-hasil wawancara penulis dengan 7 informan di

Kecamatan K esesiy Februari—-Mei 2026, diolah oleh penulis.

Tabel 3.6
Distribus Pemegang Hak Hadhanah
Pemegang Hak Hadhanah Jumlah Per sentase
Ibu 5 71,4%
Nenek 1 14,3%
Bihi 1 14,3%
Total ¥/ 100%

Sumber : Data primer hasil wawancara penulis dengan informan penelitian,

2026

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap tujuh informan penelitian,

dapat diketahui bahwa pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di

Kecamatan Kesesi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dari aspek

nafkah anak, terdapat enam anak (85,7%) yang masih memperoleh nafkah
dari salah satu atau kedua orang tuanya, sedangkan satu anak (14,3%) tidak

memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya.

Pada aspek pendidikan, enam anak (85,7%) masih memperoleh hak

pendidikan, sedangkan satu anak (14,3%) belum memperoleh pemenuhan

hak pendidikan secara optimal. Dari sisi pengasuhan, lima anak (71,4%)
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masih diasuh oleh orang tua, sedangkan dua anak (28,6%) diasuh oleh
anggota keluargalain, yaitu nenek dan bibi.

Sementaraitu, pemenuhan hak kasih sayang merupakan indikator yang
paling rendah. Hanya empat anak (57,1%) yang memperoleh kasih sayang
secara optima dari orang tua, sedangkan tiga anak (42,9%) belum
memperoleh kasih sayang secara penuh. Ha ini menunjukkan bahwa
perceraian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga
memengaruhi kualitas pengasuhan dan hubungan emosional antara orang tua
dan anak.

Secara keseluruhan, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hak
pendidikan dan nafkah relatif lebih banyak. terpenuhi dibandingkan hak
pengasuhan dan kash sayang. Dengan demikian, masih terdapat hambatan
dalam pel aksanaan hak hadhanah sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data yang diperoleh melalul proses wawancara yang
dilakukan oleh peneliti terhadap para informan, khususnya pihak yang
berperan sebaga pengasuh anak dalam penelitian ini, diperoleh data
mengenai._berbagal upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak
dalam pelaksanaan hadhanah pasca perceraian yang. selanjutnya diuraikan
sebagal berikut:

a. Pelaksanaan Hadhanah Pasca Percerai an Lebih Banyak Dilaksanakan oleh
Ibu atau Keluarga
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui
bahwa setelah perceraian pelaksanaan hadhanah pada umumnya lebih
banyak dilakukan oleh ibu atau anggota keluarga, terutama nenek,
sedangkan keterlibatan ayah cenderung terbatas.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur:
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"Untuk hak asuh anak diberikan kepada saya, dan kebutuhan anak
sehari-hari sampai pendidikan semua saya yang memenuhi."
Ibu Hikmah juga mengatakan:

"Aku sing luwih sering ngurus. Nek ono wektu senggang yo tak
sempetke ngobrol karo anak-anak. Tak takoni sekolahane piye,
dolane karo sopo."*

Ibu Linajuga menjelaskan:
"Sng penting aku wis memenuhi kewajibanku dadi seorang ibu."%?

Sementara itu, pada kasus/Arjuna;.|bu Indri mengungkapkan:

"Juna diserahke marang aku. Aku gelem ngasuh merga melas, wong

isih cilik nanging wis telantar kayasngono." 3

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa setelah
perceraian pelaksanaan hadhanah lebih banyak dil akukan oleh ibu sebagai
pemegang pengasuhan. Dalam kondis tertentu, ketika ibu tidak mampu
mengasuh secara langsung, pengasuhan dialihkan kepada keluarga besar,
terutama nenek atau kerabat dekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa
keluarga memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan
pengasuhan anak pasca perceraian.

b. Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Masih Belum Optimal

Sebagian besar informan menyampaikan bahwa ayah kandung tidak
lagi berperan aktif dalam pengasuhan maupun pemenuhan nafkah anak
setelah perceraian.

Ibu Nur menjelaskan:

90 Ibu Nur (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten
Pekalongan, 30 April 2026, pukul 16.11

91 Ibu Hikmah (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, 1 Mei 2026, pukul 11.40

92 Ibu Lina (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 15.39

93 Ibu Indri (pengasuh anak pasca perceraian), wawancara oleg penulis, K ecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 19.34
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" Ayahnya sudah tidak pernah sama sekali memberi nafkah, melihat
anaknya paling hanya saat Lebaran."%*

Ibu Badriyah mengatakan:
"Lbha bapake yo ora pernah kirim duit mbak. Jangankan kirim duit,
ngabarin wae ora pernah."%

Ibu Indri juga menyampaikan:

"Bapakane emang wis ora perduli karo Juna sgjak durung lahir."®®

Sementaraitu, Ibu Hikmah mengungkapkan:

"Komunikasi karo@ayahne jarang banget."%’

Berbeda dengan informan lainnya, I'bu Irma menjelaskan:

"Meskipun wes cerai, anak ora tau kekurangan apa-apa." %

Berdasarkan keterangan para informan, sebagian besar ayah tidak
lagi terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Hal
tersebut terlihat dari minimnyakomunikasi, perhatian, maupun pemberian
nafkah kepada anak. Namun demikian, terdapat satu kasus yang
menunjukkan bahwa kedua orang tua tetap bekerja sama dalam memenuhi
kebutuhan anak meskipun telah bercerai.

c. KeluargaBesar Menjadi Pendukung,Utama Pengasuhan Anak

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga besar memiliki
peran penting dalam pelaksanaan hadhanah ketika orang tua tidak dapat
menjalankan pengasuhan secara optimal.

Ibu Badriyah menyampaikan:

94 Ibu Nur (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan K esesi, Kabupaten
Pekalongan, 30 April 2026, pukul 16.11

95 Badriyah (nenek), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabulaten Pekalongan, 8
Mei 2026, pukul 14.40

96 Ibu Indri (pengasuh anak pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan K esesi,
Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 19.34

97 Ibu Hikmah (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, 1 Mei 2026, pukul 11.40

98 Ibu Irma (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten
Pekalongan,8 April 2026, pukul 10.23



52

"Saya yang ngasuh. Wong ibune kerja, dadi saya yang jagani sehari-
hari."%
Ibu Fitri mengatakan:

"Sng ngopeni saben dina yo neneké."1®

Ibu Indri menjelaskan:

"Juna diasuh marang aku sawise simbahe meninggal." %

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa nenek maupun
anggota keluarga lainnya berperan sebagai pendukung utama dalam
pengasuhan anak ketika ibu bekerja atau ketika kedua orang tua tidak
mampu menjalankan tanggung jawabnya. Peran keluarga besar tersebut
membantu memasti kan bahwa kebutuhan dasar dan pengasuhan anak tetap
terpenuhi

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan
hadhanah ' pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh sigpa yang
memegang heak pengasuhan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan
komitmen kedua orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam
kasus Ibu Trma, kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the
child) menjadi prinsip utama yang diwujudkan melalui kerja sama antara
ayah ‘dan ibu. Dengan demikian, anak .ietap memperoleh hak-haknya
secara utuh, balk dalam aspek materiil maupun emosional, meskipun
kedua orang tuanya telah bercera. Kondis tersebut menjadi contoh
praktik pel aksanaan hadhanah yang selaras dengan tujuan hukum keluarga
Islam, yaitu menjamin perlindungan, kesegjahteraan, dan perkembangan
anak sebagai pihak yang harus diutamakan setelah terjadinya perceraian.

99 Badriyah (nenek), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabulaten Pekalongan, 8
Mei 2026, pukul 14.40

100 Ibu Fitri (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, 14 mei 2026, pukul 11.21

101 Ibu Indri (pengasuh anak pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan
Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 19.34
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2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Hadhanah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Kesesi, ditemukan
bahwa pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian masih menghadapi
berbagai kendala, baik yang bersumber dari kondisi ekonomi, rendahnya
kesadaran orang tua terhadap kewgjiban pengasuhan, maupun kebiasaan
masyarakat yang menyerahkan pengasuhan kepada keluarga besar. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa mayoritas anak diasuh oleh ibu atau
keluarga dari pihak ibu, sedangkan peran ayah dalam memenuhi kewajiban
nafkah dan memberikan perhatian kepada anak belum terlaksana secara
optimal .102

Kondis ini -dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya
kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan ayah, dan pengaruh
lingkungan keluarga:
a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang dapat
menghambat kemampuan orang tua dalam menjalankan kewajibannya
untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak. M eskipun hubungan perkawinan
antara kedua orang tua telah berakhir akibat perceraian, kewajiban untuk
memberikan nafkah kepada anak tetap melekat dan harus dipenuhi, karena
tanggung jawab tersehut tidak hilang dengan berakhirnya hubungan suami
danistri.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melaui wawancara dengan
salah satu perempuan yang telah berstatus sebagai mantan istri akibat
perceraian, diketahui bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak oleh
mantan suaminya pasca percerai an disebabkan ol eh keterbatasan ekonomi.
Kondis tersebut mengharuskannya menanggung sendiri tanggung jawab
pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak karena mantan suaminya
tiddk mampu memberikan nafkah yang diperlukan. Kondisi ini

dipengaruhi oleh pekerjaan mantan suaminya yang tidak memiliki

102 Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan penelitian di
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Mei 2026.



kepastian tetap, sehingga penghasilannya tidak mencukupi untuk
memenuhi kewajiban pemberian nafkah kepada anak secara berkala setiap
bulan.

Informan lainnya juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi
merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak
nafkah anak setelah perceraian. la menjelaskan bahwa mantan suaminya
tidak mampu melaksanakan kewgjiban pemberian nafkah secara berkala
karenatidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah untuk anak hanya
diberikan sekali dalam setahun. Frekuensi pemberian nafkah yang terbatas
tersebut dinilai belum mampu mencukupi berbagai kebutuhan dan
keperluan anak dalam kehidupan sehari-hari.

. Faktor Pendidikan Ayah

Tingkat pendidikan ayah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap pemenuhan hak hadhanah. Daam lingkungan masyarakat
Kecamatan Kesesi, sebagian ayah yang telah bercerai memiliki tingkat
pendidikan yang relative rendah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya
pemahaman terhadap kewajiban hukum sebagai orang tua, Khususnya
setelah perceraian terjadi.

Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada kurangnya
pengetahuan mengenal hak-hak anak serta kewajiban yang tetap melekat
pada orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Hal ini
menyebabkan sebagi an ayah tidak menjal ankan tanggung jawabnya secara
optimal, terutamadalam hal pemberian nafkah, perhatian, dan keterlibatan
dalam pengasuhan anak.

Hasil wawancara dengan beberapa orang tua pasca perceraian
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ayah yang relatif rendah, yang
sebagian besar hanyamenempuh pendidikan hinggajenjang SD, SMP, dan
SMA, berpengaruh terhadap rendahnya pemahaman mengenai kewajiban
hukum setelah perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah
seorang mantan istri, diperoleh keterangan bahwa tidak terpenuhinya hak
nafkah anak setelah perceraian disebabkan oleh rendahnya pemahaman
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mantan suaminya terhadap tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai
seorang ayah. Menurut keterangannya, mantan suaminya beranggapan
bahwa setelah perceraian tanggung jawab terhadap anak telah beralih
kepada pihak yang memperoleh hak pengasuhan, sehingga ia tidak lagi
berkewajiban memberikan nafkah kepada anak.1®
c. Faktor Keluarga

Selain faktor pendidikan, lingkungan keluargajuga menjadi kendala
penting dalam pemenuhan hak hadhanah di Kecamatan Kesesi. Struktur
dan dinamika hubungan antar keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu,
turut memengaruhi keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian.
Dalam praktiknya, sering terjadi kurangnya dukungan dari keluarga pihak
ayah terhadap anak. Hal ini dapat berupa tidak adanya kontribusi dalam
pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun kurangnya perhatian terhadap
perkembangan anak. Di sis lain, keluarga dari pihak ibu sering kali
menjadi pihak yang mengambil aih tanggung jawab pengasuhan,
termasuk ketika ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasi| wawancara yang dilakukan di Kecamatan Keses,
faktor keluarga menjadi salah satu kendala yang. cukup dominan dalam
pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian. Dari penuturan para
informan, dapat dipahami bahwa lingkungan keluarga, baik dari pihak
ayah maupun ibu, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan
terpenuhi atau tidaknya hak anak. Sebagian besar informan menjelaskan
bahwa setelah perceraian terjadi, tanggung jawab pengasuhan anak
cenderung dibebankan kepada pihak ibu dan keluarga ibu. Ha ini
menunjukkan adanya kecenderungan bahwa keluarga ayah menganggap
urusan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu setelah perceraian.

103 Hasil wawancara dengan Ibu Nur (34 tahun), mantan istri, Kecamatan Kesesi, 30 April
2026, serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, April 2026



56

3. Tingkat Kesadaran Hukum Orang Tua
Tingkat kesadaran hukum orang tua dalam kasus perceraian dan
pengasuhan anak di Kecamatan Kesesi dapat dianalisis melaui tigaindikator,
yaitu:
a. Pengetahuan Hukum
Berdasarkan hasil pendlitian di lapangan, diketahui bahwa sebagian
orang tua telah memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum yang
mengatur kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Sebagian
informan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya kewajiban untuk
tetap memberikan nafkah dan perhatian kepada anak meskipun telah
terjadi perceraian. Namun demikian, pengetahuan hukum yang dimiliki
masih bersifat umun dan belum mendalam.®* Hal ini menunjukan bahwa
pengetahuan hukum orang tua berada pada tingkat “Mengetahui” (Law
Awar eness), tetapi belum mencapai tahap yang lebih tinggi.
b. Pemahaman Hukum
Padaaspek pemahaman hukum, hasil penelitian menunjukan bahwa
tingkat pemahaman orang tua di Kecamatan Kesesi masih tergolong
rendah. Meskipun sebagian telah mengetahui_adanya kewajiban hukum,
namun mereka belum sepenuhnya memahami makna, tujuan, serta
konsekuens dari aturan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya anggapan
bahwa setelah perceraian, tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya
beraih kepada pihak yang mendapat hak asuh. Akibatnya, pihak lain,
khususnya ayah, seringkali merasa tidak lagi memiliki kewajiban untuk
memberikan nafkah atau perhatian kepada anak.%®
c. Perilaku Hukum
Perilaku hukum merupakan indikator paling nyata dalam menilai
tingkat kesadaran hukum. Berdasarkan temuan di lapangan, perilaku

hukum orang tua di Kecamatan Keses masih menunjukan Kketidak

104 Hasil wawancara dengan Ibu Hikmah, mantan istri, Kecamatan Kesesi, 1 Mei 2026,
serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Mei 2026

105 Hasil wawancara dengan Ibu Indri, Kecamatan Kesesi, 28 April2026, serta beberapa
orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, April 2026
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sesuaian antara pengetahuan dan praktik. Dalam beberapa kasus yang
ditemukan, orang tua, khususnya pihak ayah, tidak melaksanakan
kewajiban pemberian nafkah kepada anak secara rutin setelah terjadinya
perceraian. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan seringkali sepenuhnya
dibebankan kepada ibu, bahkan dalam kondisi tertentu dialihkan kepada
kakek, nenek atau kerabat dekat.'® Hal ini menunjukan bahwa meskipun
hukum tel ah mengatur kewajiban orang tua, pel aksanaanyabelum optimal.
Namun demikian, tidak semua orang tua menunjukan perilaku yang sama.
Terdapat pula sebagian.orang tua yang tetap menjalankan kewajiban
mereka dengan baik, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun
perhatian terhadap tumbuh kembang anak.
4. Peran Pihak: Terkait dalam Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca

Per ceraian di Kecamatan K eses

a. Peran KUA

Dalam konteks pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di
Kecamatan Kesesi, keberadaan pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan
Agama (KUA) dan pemerintah setempat memiliki peran yang cukup
signifikan, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnyaoptimal. Kedua
pihak ini berfungsi sebagal pendukung dalam menciptakan perlindungan
dan kesgjahteraan anak setelah terjadinya perceraian.

Secara normatif, KUA sebagai lembaga di bawah Kementerian
Agama Republik Indonesia memiliki tugas dalam pembinaan keluarga
sakinah dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat. Dalam praktik di
Kecamatan Kesesi, peran KUA lebih banyak terlihat pada tahap pra dan
pasca perceraian dalam bentuk bimbingan keagamaan. Penyuluh agama
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengena pentingnya
tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya kewagjiban ayah
dalam memenuhi nafkah dan hak pengasuhan anak. Keadaan tersebut

sgalan dengan ketentuan dalam Kompilas Hukum Islam yang

106 Hasil wawancara dengan Ibu Lina, mantan istri, Kecamatan Kesesi, 28 April 2026,
serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, April 2026
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menegaskan bahwa kewagjiban pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung
jawab kedua orang tua, meskipun hubungan perkawinan mereka telah
berakhir karena perceraian.

Namun demikian, berdasarkan kondisi lapangan, peran KUA dalam
pengawasan langsung terhadap pel aksanaan hak hadhanah masih terbatas.
KUA cenderung berperan secaraadministratif dan edukatif, bukan sebagai
lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah
kewajiban orang tua benar-benar dijalankan setelah adanya putusan dari
Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan dalam beberapa kasus,
pemenuhan hak anak sangat bergantung pada kesadaran masing-masing
orang tua.

. Peran Keluarga Besar

Dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan
Kesesl, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai lingkungan
terdekat bagi anak. Keluargatidak hanyaberfungs sebagai tempat tinggal,
tetapi juga sebagal sistem pendukung utama dalam memenuhi kebutuhan
fiskk, emosional, dan sosial anak setelah perceraian orang tua. Dalam
perspektif _hukum Islam di Indonesia, _tanggung.  jawab terhadap
pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua sebagaimana
telah ditetapkan dalam Kompilast Hukum Islam.

Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa peran
keluarga dari pihak ayah cenderung kurang optimal, baik dalam bentuk
dukungan finansial maupun keterlibatan dalam kehidupan anak. Padahal
secara hukum, orang tua tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keluarga ibu sering
menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan anak setelah
perceraian. Selain itu, keluarga juga berperan sebagai mediator konflik
antara kedua orang tua guna menjaga hubungan anak dengan kedua belah
pihak.
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c. Upaya Penyelesaian Kendala Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca
Perceraian di Kecamatan Keses.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak setelah
terjadinya perceraian di Kecamatan Kesesi, terdapat beberapa kendala
yang cukup memengaruhi keberlangsungan pengasuhan anak, yaitu faktor
ekonomi, faktor pendidikan ayah, dan faktor keluarga. Ketiga faktor
tersebut saling berkaitan dan memerlukan upaya penyelesaian yang
melibatkan orang tua, kel uarga, masyarakat, maupun pemerintah setempat.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan penghasilan ayah sering
menyebabkan kebutuhan anak, seperti. biaya pendidikan, kesehatan, dan
kebutuhan sehari-hart, tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu,
upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran
orang tua mengenal kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Selain itu,
diperlukan dukungan dari keluarga besar dan pemerintah desa melalui
bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, maupun program
kesejahteraan masyarakat. Mediasi antara kedua orang tua juga penting
agar tercapal kesepakatan bersama mengenal pembagian tanggung jawab
biaya pengasuhan anak. Dalam hukum [slam_maupun. hukum positif
Indonesia, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi
tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan ayah juga
menjadi kendala dalam pemenuhan hak hadhanah. Kurangnya
pemahaman mengenai kewgiban orang tua pasca perceraian
menyebabkan sebagian ayah kurang terlibat dalam pengasuhan dan
perkembangan anak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui edukas
hukum dan penyuluhan agama mengena hak dan kewgjiban orang tua
terhadap anak setelah perceraian. Sosialisasi dari KUA, pemerintah desa,
tokoh agama, dan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan melalui tokoh
masyarakat dinilai lebih efektif karena masyarakat pedesaan cenderung
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lebih menerima nasihat dari lingkungan sosial dan agama yang dekat
dengan kehidupan mereka.

Di samping itu, faktor keluarga juga menjadi hambatan dalam
pemenuhan hak hadhanah, terutama apabila hubungan antara kedua pihak
keluarga pascaperceraian tidak berjalan harmonis. Konflik keluargasering
menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, bahkan
berdampak pada kondisi psikologis anak. Oleh sebab itu, upaya
penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan
kerjasamayang bak antarakedua bel ah pihak keluarga demi kepentingan
terbaik bagi anak. Keluarga besar diharapkan tidak memperkeruh konflik,
tetapi ikut memberikan dukungan moral maupun materiil kepada anak.
Medias kel uargajugadiperlukan agar terciptapola pengasuhan yang lebih
kondusif dan anak tidek menjadi korban dari konflik orang tua setelah
perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pasca perceraian,
keluarga yang mengasuh anak, tokoh masyarakat, serta didukung oleh data
perceraian dar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi. Kendala
tidak terpenuhinya nafkah anak secara rutin, pengalihan pengasuhan
kepada nenek atau anggota keluarga lain karena faktor ekonomi dan
pekerjaan, serta rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai
kewajiban hukum terhadap anak setelah perceraian. Temuan tersebut
diperoleh melalui proses triangulasi sumber dengan membandingkan hasil
wawancara para narasumber dengan dokumen pendukung sehingga

diperoleh data yang saling menguatkan. %’

107 Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pasca perceraian,
keluarga pengasuh anak, tokoh masyarakat, serta telaah dokumen berupa data perceraian KUA
Kecamatan Kesesi Tahun 2026.



BAB IV
PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN
A.Analisis Implementass Hak Hadhanah Pasca Perceraian Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di
K ecamatan K esesi

Pemenuhan hak hadhanah anak setelah perceraian merupakan tanggung
jawab kedua orang tua yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah
berakhir. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak
menghapus kewajiban orang .tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik,
melindungi, serta memenuhi  kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu,
implementasi hak hadhanah tidak hanya dipahami sebaga penentuan pihak
yang memperoleh hak pengasuhan, melainkan juga mencakup terpenuhinya
seluruh hak anak sebagai mana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
kedua orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi anak serta bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak
sesual dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selainitu, Pasal 8 memberikan
jaminan terhadap hak anak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 ayat (1)
menjamin hak anak memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 14 ayat (2)
menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak tetap berhak memperoleh
pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang
tuanya.l® Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan
kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap keadaan,
termasuk setelah perceraian orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tujuh informan di
Kecamatan Kesesi, diperoleh fakta bahwa sebagian besar anak berada dalam
pengasuhan ibu setelah perceraian. Kondisi tersebut sesuai dengan praktik yang

108 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).
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berkembang di masyarakat maupun ketentuan hukum Islam mengenai hadhanah
bagi anak yang belum mumayyiz. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan berbagai persoaan, terutama berkaitan dengan belum optimalnya
pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak. Beberapa informan menyampaikan
bahwa ayah hanya memberikan nafkah pada waktu tertentu, bahkan terdapat
anak yang sama sekali tidak memperoleh nafkah maupun perhatian setelah
perceraian. Akibatnya, kebutuhan hidup anak Iebih banyak dipenuhi oleh ibu
atau keluarga besar, khususnya nenek.

Selain aspek ekonomi,. hasil wawancara juga menunjukkan bahwa
pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan pemberian nafkah. Sebagian
anak mengalami berkurangnya perhatian, kasih sayang, serta pendampingan dari
ayah setelah perceraian. Bahkan dalam beberapakasus, komunikasi antarakedua
orang tua yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan anak menjadi pihak
yang paling merasakan dampak perceraian tersebut. Kondisi ini menunjukkan
bahwa hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 belum sepenuhnya terl aksana secara optimal .

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto, efektivitas pel aksanaan suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor,
yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana ateu fasilitas, faktor
masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat digunakan
untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah
diimplementasikan dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di
Kecamatan Keses.

Pertama, faktor hukum (substansi hukum). Dari aspek substansi, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebenarnyatel ah mengatur secarajelas mengenal
hak-hak anak serta kewgjiban orang tua. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1)
mewajibkan kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan
perlindungan anak, sedangkan Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa perceraian
tidak menghapus hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pemeliharaan,
pendidikan, dan perlindungan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tersebut

belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat ayah yang tidak memenuhi
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kewajibannya secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara
normatif aturan sudah memadai, namun implementasinya belum berjalan secara
maksimal.

Kedua, faktor penegak hukum. Dalam penelitian ini tidak ditemukan
adanya upaya hukum yang dilakukan oleh ibu ataupun keluarga untuk menuntut
pelaksanaan kewgjiban ayah setelah perceraian. Sebagian besar persoalan
disdlesaikan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan lembaga yang
berwenang. Akibatnya, ketika ayah tidak memberikan nafkah maupun perhatian
kepada anak, tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang mendorong
terlaksananya kewajiban tersebut. Kondisi ini menyebabkan perlindungan
hukum terhadap hak anak belum terlaksana secara optimal .

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Sarana pendukung dalam perlindungan
hak anak di Kecamatan Keses masih terbatas pada peran pemerintah desa,
Kantor Urusan Agama, dan lingkungan keluarga. Belum terdapat mekanisme
pendampingan khusus bagi keluarga pasca perceraian sehingga penyelesaian
masal ah |ebih banyak diserahkan kepada masing-masing keluarga. K eterbatasan
tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dalam praktik.

Keempat, faktor masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian
masyarakat masih memahami bahwa kewajiban ayah setelah perceraian hanya
sebatas memberikan nafkah apabilamemiliki kemampuan ekonomi. Padahal hak
anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berupa
nafkah, tetapi juga meliputi hak memperolen pendidikan, kesehatan,
perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap ruang lingkup hak anak menyebabkan pelaksanaan undang-undang
belum berjalan secara optimal

Kelima, faktor kebudayaan. Budaya masyarakat Kecamatan Kesesi yang
mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan memiliki sisi positif karena
mampu menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Namun di sisi lain,
budaya tersebut sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak tidak

pernah diproses melaui mekanisme hukum. Ibu maupun keluargalebih memilih



menerima keadaan daripada menuntut kewajiban ayah, sehingga hak-hak anak
yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak seluruhnya
dapat diwujudkan.1®

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat orang tua yang
memaknai hak hadhanah hanya sebatas menentukan pihak yang mengasuh anak.
Padaha menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak memiliki
ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup hak memperoleh perlindungan,
pendidikan, pelayanan kesehatan, kasih sayang, identitas, sertatumbuh kembang
secara optimal. Oleh karena.itu, apabila ayah tidak memberikan nafkah,
perhatian, maupun perlindungan kepada anak setel ah perceraian, maka keadaan
tersebut menunjukkan bahwa implementasi-Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, hasil penelitian ini juga sejaan
dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilass Hukum Islam yang
mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada dasarnya berada dalam
pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab
ayah. Namun demikian, Kompilass Hukum Islam dalam penelitian ini hanya
berfungsisebagai_penguat, sedangkan dasar utama analisis tetap mengacu pada
Undang-Undang Nomeor 35 Tahun 2014 karena penelitian ini berfokus pada
implementas perlindungan hak anak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwaimplementasi
hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi belum sepenuhnya efektif.
Meskipun sebagian besar anak telah memperoleh pengasuhan dari ibu dan
kebutuhan dasar masih diupayakan oleh keluarga, pelaksanaan hak-hak anak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum
terlaksana secara optimal .*1° Hal tersebut terlihat dari masih adanya ayah yang

belum memenuhi kewajiban memberikan nafkah, perhatian, perlindungan, serta

109 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2019), 8-9.

110 Hasil wawancara penulis dengan tujuh informan mengenai implementasi pemenuhan
hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari-Mei 2026.
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pendampingan kepada anak. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas
hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya
pel aksanaan substansi hukum, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana
pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak, serta budaya
penyelesaian kekeluargaan yang menyebabkan hak anak sering kali tidak
diperjuangkan melalui mekanisme hukum.
B. Analisis Kendala dalam Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di
K ecamatan K esesi
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Keses,
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai
kendala sehingga hak=hak anak belum terpenuhi secara optimal sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Kendala tersebut meliputi faktor ekonomi, rendahnya
kesadaran hukum orang tua, sertakurangnyadukungan dan komunikasi keluarga
setelah perceralan. Berbagal kendala tersebut berdampak pada belum
optimalnya pelaksanaan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan,
kesehatan, perlindungan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya.
1. Faktor Ekonomi
Berdasarkan hasil wawancara, sebagian ayah tidak memberikan nafkah
secara rutin karenamemiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil. Akibatnya,
kebutuhan hidup anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga besar,
bahkan dalam beberapa kasus anak diasuh oleh nenek karena ibu harus
bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Kondis tersebut menunjukkan bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal karena orang
tua belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk mengasuh,
memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, apabila keterbatasan
ekonomi mengakibatkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tidak
terpenuhi, maka pelaksanaan Pasal 8 mengena hak memperoleh pelayanan
kesehatan dan Pasal 9 ayat (1) mengena hak memperoleh pendidikan juga
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belum berjalan sebagaimana mestinya!'! Bentuk pelanggaran yang
ditemukan dalam penelitian ini bukan hanya berupa tidak diberikannya
nafkah secara berkelanjutan, tetapi juga mengakibatkan sebagian hak anak
terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi terhambat.

Apabila dianalis's menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas serta
faktor masyarakat. Keterbatasan ekonomi menyebabkan kewajiban hukum
yang telah diatur dalam undang-undang belum dapat dilaksanakan secara
optimal sehingga perlindungan terhadap hak anak belum berjalan secara
efektif. 112

2. Rendahnya K esadaran Hukum Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat orang tua,
khususnya ayah, yang beranggapan bahwa setel ah percerai an tanggung jawab
terhadap anak menjadi tanggung jawab ibu. Akibatnya, ayah tidak lagi
memberikan 'perhatian, kasih sayang, maupun pendampingan terhadap
tumbuh kembang anak.

Keadaan tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Pasal
14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa
sekalipun terjadi perceraian, anak tetap berhak memperoleh pengasuhan,
pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Selain
itu, kondisi tersebut juga menunjukkan belum terlaksananya Pasal 26 ayat (1)
mengenai kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh anak.'*

Bentuk pelanggaran yang ditemukan berupa pengabaian tanggung
jawab orang tua terhadap anak, balk dalam bentuk tidak memberikan

111 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).

112 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2019), him. 8-9.

113 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).
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perhatian, kasih sayang, maupun pendampingan setelah perceraian.
Walaupun tidak seluruhnya merupakan penelantaran dalam arti pidana,
kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terpenuhi secara optimal.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keadaan tersebut
dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak setelah perceraian
menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
belum dilaksanakan sebagaimana mestinya

3. Kurangnya Dukungan/dan K omunikasi K eluarga

Penelitian inijugamenemukan bahwakonflik yang masih terjadi antara
mantan suami dan istri menyebabkan komunikas mengenai kepentingan
anak menjadi tidak berjalan dengan balk. Dalam beberapa kasus, anak diasuh
oleh nenek atau keluarga lain karena kedua orang tua tidak mampu bekerja
sama dalam menjal ankan tanggung jawabnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal karena anak
tidak memperoleh pengasuhan dan perhatian dari kedua orang tuanya secara
bersama-sama. Padahal, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang
tua untuk tetap menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Bentuk pelanggaran yang ditemukan berupa tidak adanya komunikasi
antara kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan,
maupun perkembangan psikologis anak sehingga sebagian hak anak belum
terpenuhi secara maksimal.

Apabila dianalis's menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya hukum dan faktor
masyarakat. Penyelesaian persoalan lebih banyak dilakukan secara
kekeluargaan tanpa adanya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak
tetap terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

114 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2019), 8-9.
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kendala dalam
pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Keses
menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 belum terlaksana secara optimal, khususnya Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1). Bentuk pelanggaran yang ditemukan
meliputi tidak diberikannya nafkah secara berkelanjutan, kurangnya
perhatian dan kasih sayang, tidak optimal nya pemenuhan hak pendidikan dan
kesehatan, serta lemahnya kerja sama kedua orang tua dalam mengasuh

anak 115

115 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1

Implementasi hak hadhanah pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Keses
belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar anak memang berada dalam
pengasuhan ibu atau keluarga ibu sehingga kebutuhan dasar anak masih
diupayakan terpenuhi. Namun, pelaksanaan hak anak sebagaimana diatur
dalam Pasal 8, Pasa 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana. Hal
tersebut terlihat dari masth adanyaayah yang tidak memberikan nafkah secara
berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta belum optimalnya
keterlibatan kedua orang tua dalam memenuhi hak anak setelah perceraian.
Berdasarkan [teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi
ketentuan tersebut belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor masyarakat,
budaya hukum, penegakan hukum, dan keterbatasan sarana pendukung.

Kendala dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan
Keses meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta
kurangnya komunikasi dan kerja sama antara kedua orang tua setelah
perceraian. Kendala tersebut menyebabkan beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal,
terutama kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi anak. Bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam penelitian ini
berupatidak diberikannyanafkah secararutin, kurangnya perhatian dan kasih
sayang dari ayah, serta belum terpenuhinya sebagian hak anak atas
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Akibatnya, pemenuhan hak
hadhanah lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar sehingga
tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terwujud.
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B. Saran

1

Bagi orang tua, khususnya ayah, diharapkan tetap melaksanakan
kewajibannya terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian, baik dalam
bentuk nafkah, perhatian, maupun kasih sayang.

Bagi keluarga, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang
baik dan harmonis bagi perkembangan anak sertatidak memperkeruh konflik
antara kedua orang tua.

Bagi pemerintah desa, KUA, dan tokoh masyarakat, diharapkan lebih aktif
memberikan penyuluhan hukum dan edukasi mengenai hak hadhanah serta
kewajiban orang tua terhadap anak pascaperceraian.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai hadhanah dengan pembahasan yang lebih luas dan metode
penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang |ebih mendalam.
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